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Kata Pengantar
KEPALA BNPT

Dengan memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik

dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme

Tahun 2O2l telah diselesaikan

penyusunannya dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk
pertanggungiawaban kepada para

pemangku kepentingan atas mandat yang

diamanatkan oleh pemerintah kepada

Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme sekaligus untuk memenuhi

kewajiban sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kine{a dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi
Pemerintah.

Kami berharap Laporan Kinerja

Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme Tahun 2021 ini dapat digunakan

sebagai masukan bagi peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal

penanggulangan terorisme di Indonesia dan

bahan evaluasi yang objektif bagi pihak
yang berkepentingan. Kami menyadari

laporan ini belum sempuma, oleh karena

itu kritik dan saran sangat diperlukan guna

perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat

sebagai acuan dalam perencanaan dan

pengembangan program pembangunan

pada tahun-tahun mendatang.

Bogor, Februari 2022

Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme,

Boy Rafli Amar



DAFTAR ISI

Krtr Pergrnter
Ir.ftrr Id
Da"ar T●bel

I)rfter Grnbrr
Pernyetrrn Tchh di Reviu
Ringleror Ebchtif
BAB 1, Pendahuluen

. Larar Belakang

.Tugas datl Fungsi

. Sauktur Organisasi dan SDM_

. Sistematika Penyajian _
BAB 2, Perencenmn Kinerja

.{. Rencana Stratcgis

B. Perjanjian Kiacrja Tahun 2021

BAB 3. Akuntsbilites Kinerje
A. Capaian Kincrja Organisasi

C. Kinerja Anggaran

BAB4. Pcnutup
Lrmpinn

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

B. Analisis Capoian Indikator Kinerja Utama_

it



1)ヽ I l :ヽt l 1ヽ31・ :I

Iirhtl l.l Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Badan Nasional

Penanggulangan Terori sme

Formasi Jabatan Strukural BNPT

1川)c12.l

I:tl,c12.2

1:l:)c12.3

1 al)ci 3.1

1 al,ぐ 13.2

1:11)ぜ 1 3.3

1::|)(,13.4

1:l!)c13.5

1 al)c13.6

1:lI)c13.7

I`ll〕 ぐ:1.2

1::卜 1ヾ1.3

I`ll)c13.ヽ

l:■ )ci 3.17

I:ll〕 ●i3.9

::ll)、 13.16

Lthc1 3.12

1`ti)(13.13

1をll)c13.14

Lil)c13.15

Formasi Jabatan Struktural BNPT Setelah PenyetaraaD

-Iabatan

Komposisi Relbcusing Anggaran Per Kegiatan _
Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2021

Sasaran Strategis BNPT
Capaian IKU BNPT Tahun 2021
(ihthal Tcrrorism I dc-\ l(;ll) Indonesia

Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme _
Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional _
Data Penangkapan Tindak Pidana Terorisme ( I ) _
Data Penangkapan Tindak Pidana Terorisme (2) _
Kegiatan dalam rangka penurunan jumlah kasus Tindak
Pidana Terorisme

Standar Biaya Masukan Lainnya Perhitungan

Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme

Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat
Tindak Pidana Terorisme

Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme

Indeks Judicial Reviu Regulasi Penanggulangan

Terorisme

lndeks Pelaksanaan Kcrja Sama Luar Negeri

Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap _
Indeks Kesiapan Aparat Pemerintah

Matriks Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan

Wilayah dalam Penanggulangan Teror Tahun 2O2l _
Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari
Tindak Pidana Terorisme

Jumtah Apgakum yang Menjadi Korban dalam

Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme

Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan

Indeks Deradikalisasi

Realisasi Program Kegiatan Direktorat Deradikalisasi,
Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2015 s.d.2019
Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2020

Hasil Survei Eksternal terhadap Pelayanan BNPT _
Nilai Reformasi Birokrasi BNPT
Efisiensi BNPT Tahun 2021 berdasarkan Penggunaan

Sumber Daya

Ringkasan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 _
Capaian IKU BNPT Tahun 202 t

:::I)c13.:0

1``l)せ i3.:1

lalrr'l
I :rhi'l

I ir llt l

I rrbcl

I a lrt'l
I:rlrtl
l:rlrt'l
I :r lrll

3.18

3.11'

3.2()

3.21

3.22

3.2_ヽ

3.24

3.2ヽ

::ll)c14.l

l:ll)c14.2

`!!



DAFTAR GAMBAR

Fo口nasiJibatan Smktral BNPT

助瞑猥m

Data Cybr Coanter Tenorism_
Iofogratrs Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah
Tahrm 2021

G■mbar33 Phmida Level Ko● dinasi Subdit pm"mann
Kekualぬnlr.A.2021

Gamber 1,1

Gamber 2.1

Grmbrr 3.1

Gamber 3.2

Persorcl yang terlibat dalam Koordinasi Penggunaan

Kekuatan seguai Tingkat Ancanan T.A.2O2| _
Rincian Pagu Anggaran dar R€alisasi per Kegiatan
Tahrm 2021

Gambar 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2@l Bcrdasadon Icois
Belall■

Gambar 3.4

Gambar 3.5

:v



Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021

merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Pe{anjian Kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah diletapkan sasaran strategis untuk masing-masing

unit kerja. Sasaran strategis yang dimaksudkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 202[
merupakan ekstraksi dari berbagai sasaran strategis yang mewakili unit kerja di

lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan kontribusi
capaian realisasi kegiatan dari seluruh unit kerja yang berada di BNPT. Adapun

penjelasan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai 13 Sasaran Strategis dan l5
Indikator Kinerja Utama (IKLI) pada Program Penanggulangan Terorisme dan

Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan dalam

dokumen Perjanj ian Kinerja;
2. Capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021 secara

keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum Nilai Pencapaian

Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2020 sebesar 99,15o2. Dari 13 Sasaran

Strategis, terdapat 4 Sasaran Strategis yang capaiannya masih di bawah 1000/o atau

mencapai 260/o dai 13 Sasaran Strategis, terdapat 4 Sasaran Strategis yang belum

memenuhi target atau belum mencapai 100% yaitu : SS I . Meningkatnya Keamanan

Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme, SS2.

Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia, SS3. Menurunnya tindak
pidana terorisme di Indonesia dan SSl3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT
sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);

3. Demikian juga dengan pencapaian lndikator Kinerja Utama, dari l5 IKU, terdapat 4

IKU yang belum mencapai target, yaitu Global Terrorism Index (GTI), Indeks

Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme, Indeks Penurunan Tindak Pidana

Terorisme Nasional dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
4. Pagu anggaran awal adalah sebesar Rp515.914.4214.000,00 yang kemudian

mendapatkan alokasi perubahan total sebanyak Rp 130.952.406.000,00 sehingga

pagu menjadi Rp385.267.038.000,00. Capaian kinerja Tahun 2021 telah

direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp385.008.870.000,00 atau

mencapai 99,93% dan anggaran sebesar Rp385.267.038.000,00.
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A. [-atar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan

dokumen negara yang berisi upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dijabarkan

dalam bentuk program,/kegiatan, indikatoq targe! sampai dengan kerangka pendanaan

dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan

pembangunan dan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan

transformasi pelayanan publik.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis

(Renstra) periode lima tahun. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden yang ditetapkan pada

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahw 2O2O-2O24.

Arah Kebtakan Nasional 2020-2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) kelV adalah menciptakan iklim kondusif untuk
penanggulangan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman

terorisme. BNPT telah menjabarkan arah kebijakan nasional tersebut ke &lam Rencana

Strategis Tahun 2O2O- 2O24 yang diterjemahkan ke dalam 7 misi utama, yaitu:

Tabel 1.1

Misi, Tujuan, dan Indiketor Tujuan Badan Nasional Penanggulengen Terorisme
Indikator Tu.iuanNo Misi Tnjuan

Implementasi kebijakan
penanggulangan tcrorisme
terintegrasi secara harmonis
berbasiskan penelitian

Ditc-rapkannya
kebrjakan
penanggulangan
terorisme secara
komprehensif

Tingkat keselarasan
kebijakan
penanggulangan
lerorisme
Indeks kepatuhan
terhadap kebijakan
penanggulangan
terorisme
lndcks kcpatuhan
tcrhadap kebijakan
pcnanggularrgan
tcrorisme

Indeks kualitas kebijakan
penanggulangan
terorisme nasional
(ihthttl l enorism lndex
(ciTI)

lndcks Resiko'[erorisme
(lRT) (Pelaku)

lndeks Resiko Terorisme
( tRT) (Target)

2 Melaksanakan tindakan pre-
emptif dan prcvcntif dalarn
mencegah tcrjadinya tindak
pidana terorisrne

Optimasi penegakan hukum
dan penanganan krisis
secara ccpat dan tcpat dalam
rneminimalisir dampak
terjadinya tindak pidana
terorisme

Me ningkatnya potcnsi
tinilak pidana terorisrnc
yang berhasil dicegah
(pre-oritif dan
prcvcntil)
Meningkatnya
penegakkan hukum dan
penanganan krisis
tindak pidana terorisme

3
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4

5

Melaksanakan pemulihan
korban tindak pidana
lerorismc secam optimal
Dcradikalisasi terhadap
narapidana terorisme dan
orang atau kelompok orang
yang sudah terpapar paham
radikal terorisme

Mclaksanakan kerja sama
irrtenrasional dalam
pcnnnggulangan terorismc
di tingkat bilateral, regional.
dan multilateral- scrta
pcnguatan perangkat hukurn
internasional. dan
pclindungan WNI dan Btl I

dari ancanan terorisme r.li

luar negcri

Mcningkatkan
pelaksanaan reformasi
birokrasi BNPT menuju
birokrasi profesional

fcrlaksananya
pcmulihan korban
tindak pidana tcft)risrne
Menurunnya jurrlah
narapidana terorisrne
dan orang atau

kelompok orang yang
terpapar pahanl radikal
tcrorismc
Mcningkatkan
pclaksanaan kcrja sama

intcrnasitxral dalam
penanegu langan
tcrtrrisrr.rc di tingkat
bilatcral, regional. dan

nrultilatcral. scfia
pcnuuatan pcrangkat
hLrkum intcmasional.
dan pc-lindungan WNI
dan tsHI dari ancaman
tcrorisnrc di Iuar ncgcri

Waktu respon maksimal
terhadap lindak pidana
terorisme
Jumlah korban tindak
pidana terorisme yang
berhasil dipulihkan
Jumlah narapidana
terorisme dan orang atau

kelompok orang yang
memiliki paharn dan

ideologi toleran sesuai
NKRI
Jumlah kerja sama tsNI) I

dalam penanggulangan
terorismc di tingkat
bilateral. regional. dan

rrultilateraI

6

7 'ferwujudnya Birokrasi Nilai RB BNPT
BNPT yang profesional

Berdasarkan 7 (tujuh) misi BNPT Tahsn 2O20-2O24, maka dijabarkan 7 (tujuh)

tujuan strategis sep€rti ditunjukkan pada Tabel 1.1 di atas. Ketujuh tujuan tersebut

memiliki 12 (dua belas) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan

pencapaian tujuan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, BNPT melaksanakan 2

(dua) program penanggulangan terorisme yang dilaksanakan oleh 4 Unit Kerja Eselon I

di lingkup BNPT.
Agar program dan kegiatan BNPT dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan target

wako, kualitas, kuantitas, dan sasaran, maka disepakati perjanjian yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Eselon I sampai dengan Eselon [V.
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan

tersebut, BNPT berkewajiban untuk membuat l,aporan Kinerja Tahun 2021 sesuai

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pe{anj ian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

l-2lPendahuluan
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Berdasarkan Peratumn Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2012, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas sebagai

berikut :

l. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan

terorisme;

2. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan

kebijakan di bidang penangguiangan terorisme;

3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk

Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNPT
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan

terorisme;

2. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;

3. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda

ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;

4. Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;

5. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi

target serangan terorisme ;

6. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan

nasional;

7. Pelaksanaan kerja sama intemasional di bidang penanggulangan terorisme;

8. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan

sumber daya serta kerja sama antar instansi;

9. Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan,

perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di
bidang penanggulangan terorisme.

Disamping melaksanakan tugas dan fungsi di atas, aspek strategis dalam

menjalankan kegiatan penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT
memadukan beberapa langkah, yaitu :

l. Tindakan pencegahan/non-represif/penyadaran dengan sasaran masyarakat, terutama

melalui lembaga-lembaga pendidikan dan tempat-tempat ibadah;

2. Tindakan represif dan pengungkapan jaringan terorisme;

3. Kerja sama internasional dengan beberapa negara.

Selain memadukan langkahJangkah di atas, dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, BNPT juga membentuk satuan-satuan tugas dan organisasi-organ isasi

pendukung untuk penanggulangan terorisme, misalnya :

l. Membentuk jaringan dan kerja sama intelijen dalam./o inl Analysist :l'errorist yang
mengoordinasikan jaringan Intelijen Negara untuk penanggulangan terorisme;

l - 3 l i' ' :: ,. ir .' i, ,... i i
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2. Mensinergikan kapasitas satuan anti-teror yang ada di Indonesia;

3. Membentuk dan memperkuat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di
tingkat provinsi;

4. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme, terutama dalam

pencegahan dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya ajaran radikal
terorisme.

('. Struktur 0rganisasi dan SD\{
1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar l.l
Formasi Jabatan Struktural BNPT

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

didukung dengan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala

Ba&n Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor : PER-01/K.BNPT1L/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang telah

mendapat telaahan dari Tim Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 14 Desember
2016.

l-4lr"r(l ,rh,r r,d,r
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Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selengkapnya terdiri dari :

a. Kepala BNPT.
b. Sekrctariat Utama, yang terdiri dari :

I ) Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat;

2) Biro Umum.
c. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, terdiri dari:

l) DirektoratPencegahan;

2) Direktorat Perlindungan;

3.1 Direktorat Deradikalisasi.

d. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdiri dari :

l) DirektoratPenindakan:
2) Direktorat Pernbinaan Kemampuan;

3) Direktorat Penegakan Hukum.
e. Deputi Bidang Kerjasama Intemasional, terdiri dari :

I ) Direktorat Ke{asama Bilateral;
2) Direktorat Keq'asama Regional dan Multilateral;
3) Direktorat Perangkat Hukum Intemasional.

f. Inspektorat.

2. Sumber Deya Manusia

Jumlah jabatan struktural pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah

ditetapkan sebanyak 9l jabatan. Posisi per 28 Desember 2021 formasi tersebut telah terisi
9l orang pejabat.

Tabcl l.2

Fo:■lasi Jabatan Strukalral BNPT

No Jabata n

Esclon I

Eselon II

Esclon ll I

E sclon lV

l'ornr asi

4 Orang

J I Orang

27 Orang

49 Orang

Jumlah
'ferisi

4 Orang

I I Orang

27 Orang

49 Orang

Belum Terisi

0 Orang

0 Orang

0 Orang

0 Orang

１

　

，
“
　

ヽ
０
　

　

′
４

Jurnlalr 9l Orang 9l Orang 0 Orang

Pada tanggal 29 Desember 2021 telah dilakukan penyetaraanjabatan administrasi ke
jabatan fungsional sezuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/580/l\tl .SM.02.OO/2021 hal persetujuan usulan penyetaraan jabatan

administrator ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, sehingga jumlah jabatan struktural pada Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme menjadi sebagai berikut:

l-5lPendahrjiuan
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Tabcl l.3

Fo■nasi Jabatan Smklural BNPT Sctelab Penyetaraan Jabatan

ヽo Jabatan

Eselon I

F.sclon II
Eselon III

Esclon IV

Formasi

4 Orang

I I Orang

22. Orang

li Orang

Jumlah
-ferisi

4 Orang

I I Orang

22 Orang

ll Orang

Belum Terisi
0 Orang

0 Orang

0 Orang

0 C)rang

3

4

Junr lah 45 Orang 45 Orang 0 Orang

Untuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan kantor sehari-hari, selain

pejabat struktural tersebut terdapat:

a. Pejabat Fungsional Madya : 5 orang

b. Pejabat Fungsional Muda : 4l orang

c. Pejabat Fungsional Ahli Pertama : 8 orang

d. Pejabat Fungsional Terampil : 6 orang

e. StafPegawai Negeri Sipil (PNS) : 195 orang

f. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) :118 orang
g. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) : 136 orang

h. Satuan Tugas (Satgas) : 349 orang

i. Perbantuan Brimob Jaga : 31 orang
j . Petugas Secz rity dar. Cleaning .S'ervice (Pihak Ketiga) : 1 3 8 orang

D. Sistematika Penyajian
Laporan kinerja BNPT ini, terdiri dari :

l. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan tugas dan fungsi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan

produk organisasi, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini disajikan rencana strategis Tahun 2020-2O24 dan pe{anjian kineqja

Tahun 2020.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi keuangan.

4. Bab IV Penutup

l-6lPendahuluan
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi

mandat bahwa arah kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan dengan peningkatan

kemampuan dan koordinasi intelijen. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penanggulangan terorisme diarahkan untuk
menciptakan iklim kondusifdan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman

terorisme.

Dalam menterjemahkan arah kebijakan tersebut, BNPT menetapkan Rencana

Strategis (Renstra) BNPT Tahun 2O2O - 2024 yang diuraikan melalui Peraturan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024. Rencana Strategis BNPT
Tahun2020-2024 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan

sasaran.

l. Visi BNPT
Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga

hanya memiliki I (satu) Visi, yaitu Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Hal ini berarti bahwa Visi BNPT harus selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia, sehingga Visi BNPT Tahun 2020-2024 adalah:

'Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme

dalam rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian,

Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut selaras dan mendukung pencapaian Visi Presiden Republik Indonesia,
yaitu : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun kedepan, semua

upaya strategis yang dilakukan BNPT hanrs bermuara untuk menjamin keamanan negara

dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat &n berkepribadian berlandaskan gotong-

royong.

2. Misi BNPT
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang

harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;

i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

I-11
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Dalam konteks penanggulangan terrorisme, BNPT melaksanakan Misi Presiden dan

Wakil Presiden ke-7, yairu : "Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga", sehingga Misi BNPT Tahun 2020-2024 adalah Perlindungan

bagi segenap bangsa &n memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman

maupun tindak pidana terorisme, melalui :

a. lmplementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis

berbasis penelitian;

b. Melaksanakan tindakan pre-emptifdan preventifdalam mencegah terjadinya tindak

pidana terorisme;

c. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam

meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme;

d. Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal;
e. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme

dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme;

fl Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme;

g. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.

3. Tujuan Strategis
Dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme telah menetapkan tujuan di bidang penanggulangan terorisme

untuk periode 2020 2024, yaitu sebagai berikut :

a. Ditcrapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif;

b. Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (pre-emtif dan

preventif);

c. Meningkatnya penegakan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme;

d. Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme;

e. Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang

terpapar paham radikal terorisme;

f. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama intemasional dalam penanggulangan

terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat

hukum intemasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar

negeri;
g. Ter*rujudnya birokrasi BNPT yang profesional.

ll -2lr ||
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4. Sasaran Strategis

Gambar 2.1

Sasaran Strategis
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Gambar di atas menunjukkan 13 (tiga belas) sasaran skategis yang dikelompokkan
ke dalam 4 (empat) perspeltif, yaitu : pers;pel<J:if stakeholder, customer, inten al process,

dan learn & growth. Penjabaran peta strategi tersebut menunjukkan keterkaitan antar

perspektif dengan learn & growth sebagai modal organisasi sampai dengan perspektif
stakeholder sebagai capaian organisasi. Hal ini juga menegaskan bahwa keempat

perspektiftersebut memiliki peran yang tidak dapat dihilangkan satu dengan lainnya.
Perspektif slafteiol&r menunjukkan outcome/impacr yang ingin dicapai oleh BNPT

pada akhir periode (Tahun 2024). Sasaran strategis pada perspektif stakeholder iri
disusun berdasarkan Visi BNPT, yaitu : "Negara dan masyarakat aman dari ancaman

maupun tindak pidana terorisme" dan berisi "Meningkatnya keamanan negara dan

masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme"- Sasaran strategis ini
mempresentasikan semangat BNPT sebagai gar& terdepan dalam penanggulangan

terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan
tindak pidana terorisme-

Sasaran strategis pada perspektif cas tomer mernpakan gambaran dari output yang
ingin dicapai oleh BNPT, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan
bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kine{a BNPT. Sasaran skategis pada

perspeklif customer memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :
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a. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia.

Sasaran strategis ini mempresentasikan keluaran dari fungsi preventifdan pre-emptif

yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.

b. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia.

Sasaran strategis ini mempresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama

BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh

BNPT.
c. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme.

Dampak kerugian yang besar dari terorisme dapat mengakibatkan efek negatif pada

sektor ekonomi ataupun psikologi sosial masyarakat dalam skala besar. Oleh karena

itu, sasaran strategis ini disusun dengan maksud mempresentasikan peran BNPT
dalam meminimalisasi efek kerugian tindak pidana terorisme dengan fungsi
penanganan krisis dan pemulihan korban.

Perspektif internal proces:t merupakan gambaran dari proses intemal yang harus

dilakukan oleh BNPT untuk menc apai output yang diharapkan pada p erspeklif customer-

Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis

utama BNPT, meliputi :

a. Kebijakan, terdiri dari I (satu) sasaran strategis, yaitu tersedianya regulasi
penangulangan terorisme berbasis penelitian;

b. Kerja sama intemasional, terdiri dari i (satu) sasaran strategis, yaitu terselenggaranya

kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral,

regional, dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan

perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI)
dari ancaman terorisme di luar negeril

c. Pencegahan, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah
jaringan terorisme yang berhasil diungkap dan meningkatnya kesiapsiagaan dalam

menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme;

d. Penegakan hukum, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu terkendalinya situasi
keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi dan terlindunginya apgakum dalam
menangani tindak pidana terorisme;

e. Pemulihan dan deradikalisasi, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu
meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan dan meningkatnya
jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi.

Perspektif leam & pyowth merupakan aset strategis yang harus dimiliki organisasi

dalam melaksanakan proses bisnis dan me*ujudkan seluruh sasaran strategis pada

perspektif proses intemal. Perspektif ini pada dasamya mempunyai 3 (tiga) sasaran

strategis, yaitu : modal manusia (human capital), modal informasi (information capital),
dan modal organiszsi (organization capital). Adapun sasaran strategis pada perspektifini
adalah terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roa<lmap Reformasi Birokrasi
Nasional (RBN).

ll -4lr',. !r.rii:1 a. l<.iit9!- j:r
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5. Sasaran Program
Untuk mencapai sasaran strategis BNPT yang merupakan pencapaian kinerja hasil

(outcome) dalam jangka menengah, maka dirumuskan sasaran pada tingkat program

dengan waktu pencapaian sasaran yang lebih singkat sebagai berikut :

a. Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak
pidana terorisme;

b. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia;
c. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia;

d. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme;

e. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;

f. Terselenggaranya kerjasama intema-sional terkait penanggulangan terorisme di
tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum

internasional, dan perlindungan WNI dan BHI &ri ancaman terorisme di luar negeri;
g. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap;

h. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana

terorisme;

i. Terkendalinya situasi keamanaan saat tindak pidana terorisme terjadi;
j. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme;

k. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan;
1. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi;

m. Terwujudnya reformasi birokasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi

Nasional (RBN).

6. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun didasarkan pada mandat yang

diamanatkan dalam Peraruran Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

12 Tahun 2012. BNPT berperan mendukung pemerintah dalam mewujudkan keamanan

dan ketertiban terutama dari ancaman terorisme.

Pada Tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki 2 (dua)

program, yaitu Program Penanggulangan Terorisme dan Dukungan Manajemen dan SDM
yang terbagi dalam 5 kegiatan. yaitu:
a. Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi;

b. Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;

c. Bidang Kerjasama Intemasional;

d. Bidang Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia;

e. Bidang Pengawasan Intemal.

Program dimaksud dilaksanakan dengan didukung anggaran melalui Bagian

Anggaran (BA.ll3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp515.919.444.000,00
(Lima Ratus l-ima Bela,s Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empal
Puluh Empar Ribu Rupiah).
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Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 23 Februai 2021

telah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2O2l dengan para pejabat Eselon I dan

Pejabat Eselon II Mandiri serta antara pejabat Eselon I dengan pejabat Eselon II
berdasarkan Sasaran Strategis dan lndikator Kinerja Utama (lKU) sesuai dengan masukan

dari berbagai pihak dan disesuaikan dengan kondisi terkini yang telah ditetapkan dengan

keputusan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021

tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme Tahun 2020 -2024.

Pada Awal Maret 2020 pandemi virus Covid-|9 melanda di Indonesia yang

mengakibatkan banyak sektor industri dan kesehatan masyarakat terkena dampaknya.

Pandemi Virus Covid-19 masih berlangsung hingga tahun 2021. Dalam menangani hal

tersebut, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran yang dialokasikan pada

Kementerianilembaga untuk sektor yang membutuhkan penanganan segera. BNPT

termasuk salah satu dari Lembaga yang mendapatkan pemotongan anggaran dan

melaksanakan revisi DIPA dengan dasar:

I . Pagu Awal BNPT T A 2021 sesuai dengan Surat Pengesahan (SP) DIPA Nomor: SP

DIPA-113.01-0/202lpadatanggal 23 November 2020 sebesar Rp515.919.444.0001'

2. Refocusing Tahap I BNPT untuk mendukung pelaksanaan pengadaan vaksin dan

program vaksinasi nasional penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran

perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi

nasional sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-3OlMK.O2l202l

tanggal 12 Januari 2O2l hal Refocusing dan Realokasi Belanja

Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp69,949,569,000. Pada tanggal 15

Februari 2021 terjadi Refocusing Tahap I sehingga pagu BNPT menjadi

Rp2145.969.875.000;

3. Refocusing Tahap II BNPT untuk penghematan belanja BNPT TA 2021 dari alokasi

tunjangan kinerja (tukin) THR dan gaji ke-I3 sesuai dengan surat Menteri Keuangan

Nomor: S-408/MK.0212021 tanggal i8 Mei 2021 hal Penghematan Belanja

Kementerianilembaga TA 2021 sebesar Rp3,210,111,000. Pada tanggal 02 Juni

2021 terjadi Refocusing Tahap II sehingga pagu BNPT menjadi Rp442.7 59.764.000;

4. Refocusing Tahap III BNPT untuk mendanai penanganan Covid-I9 dan dampak

yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat

sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli
2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja KementeriarVlembaga sebesar

Rp31,000,000,000. Pada tanggal 28 Juli 2021 terjadi Refocusing Tahap III sehingga

pagu BNPT menjadi Rp4l 1.759.764.000;

5. Refocusing Tahap IV BNPT untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial

kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat dalam skema PEN
sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-629/MK.O2|2O2\ tanggal 2O

Juli 2021 hal Refocusing dan Ralokasi Belanja Kementerian/Lembaga T.A..2021
Tahap IV sebesar Rp26,492,726,000. Pada tanggal 09 Agustus 2021 terjadi
Refocusing Tahap IV sehingga Pagu BNPT menjadi Rp385.267.038.000.
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Komposisi refocusing anggaran BNPT sebesar Rp 130.652.406.000 per kegiatan

adalah sebagai berikut:

Tabe1 2.1
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113.01.BA Prgaram Panarl8gula,f an Teaorisma 515.919.444.000 BO.“ 24五
`m

5096

Penanegulangan Tercrisme Bidang
Pencegahan 158.505.608.000 63.362.101.0(X,

5097

Penanggulangan Terorisme Eidang

Penindakan 137.026.653.0∞ 54.496.975.001D 82.529.678.(■ )0

5098

Pehanggulangan Terorisme Bidang

Kerja Sama lnternasional 27.736.230.α 】D 11.045.873.000 16.690.357.000

5099 Dukungan Administr.si dan SDM 19α 387.236.(X〕 3 1.114.722.(X〕 D 189.272.514.000

5729 Pengawasan lnternal BNP[ 2.263.717.00(D 632.735.000

385.267.038.000

95.143.507.000

1.630.982.0()0

Indikator Kinerja Utama BNPT merupakan indikator kinerja yang berada pada

perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan pefttn utama BNPT dalam
penanggulangan terorisme yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai

berikut:

Tabc1 2.2

Pc]anJlan IGner」 a BNPT Tahun 2021

(ヽ)

(1)

1.

SASARAX

1lt
!lcningkatnva keamanan
ne-sara dan nrasyarakat dari
ancanran mauplrn tindak
pidana tcrorisme

1'e lu'rtj udnt a r-clonla"i
birokrasi RNPT sesLLai

rttu,Inqt Rc1'orrnasi
llirokrasi Nasional (RBr.'" )

ISDIKATOR KINl・ RJA

(.1)

lntlcks Resiko Tcrolisme
Dimensi Targel
Indeks Rcsiko Terorisrre
Dime nsi Srrppl,r' Pelaku
( ilohul Ierrorirnt Itttlar 1(i'l'l)

Nllal RB Bヽ PT

TARCi[T2()21

(4)

54.36

38,14

4.39

う
〓

7()

Penjelasan atas capaian sasaran skategis (Outcome) dan Indikator Kinerja Utama
yang tertuang dalam perjanjian kinerja, akan diperluas melalui penjelasan Capaian
Sasaran Strategis BNPT yang akan kami jabarkan pada Bab III tentang Akuntabilitas
Kinerja.

ll-7l Pr: .: r.r.i;,ri r Kr nerla



Laporan Kinerla | 2O2!

C, Sasaran Strategis BNPT
Berdasarkan PermenPPN Nomor 5 Tahun 2019, Sasaran Strategis

Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan atas hasil satu

atau beberapa program. Sementara itu, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

menggambarkan capaian sasaran strategisnya yang secara langsung merepresentasikan

keberhasilan pencapaian strategi untuk mewujudkan Visi BNPT tahun 2024.

Tabel 2.3

Sasaran Strategis BNPT

N0 SASARAN INI)lKATOR KINERJA
TARGE・「

2021

(4)

54,36

(2

Meningkatnya keamanan
negara dan masyarakat
dari ancaman maupun
tindak pidana terorisme

(1)

1

\'lenurunnya potensi
tindak pidana terorisme di
Indonesia

(3)

lndcks Resiko Terorisme Dimensr
Target
lndcks Resiko Terorisme Dimensi
Suppll, Pelaku
(ikthal 'l'erntrism lndet (G'l'l)

I ndcks pcnccgahan potcnsi tindak
pidana tcrorisme

2

3

4

5

Menurunnya tindak
pidana terorisme di
Indonesia

Menurunnya dampak
ken.rgian akibat tindak
pidana terorisme

Tersedianya regulasi
penanggulangan terorisme
berbasis penelitian

lndeks penurunan tindak pidana
terorisme nasional

J unr lah kcrugian (rnateriil) akibat
tindak pidana tcrorisme

Jumlah korban jirva akibat tindak
pidana tcrorisnrc

Indcks judicial review regulasi
penanggulangan terorisme

38,14

4.39

0_75

0.1

く 19 Miliar

く60 Jiwa

0,17

0、96 Terselenggaranya kerja
sama internasional terkait
penanggulangan terorismc
di tingkat bilateral,
regional dan multilatcral
scrta pcnguatan perangkat
hukurn intcmasional, dan
perlindungan WNI dan
B l{l dari ancalran
tcrorisme di luar ncgcri

Intleks pclaksanaan ke{a sanra
intclnasional di tingkat bilateral.
rcgional dan multilateral

ll-81 Perencanaan Kinerja
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N0

(l)

7 Meningkatnya jumlah
jaringan terorismc yang
berhasil diungkap

Meningkatnya
kcsiapsiagaan dalarn
nrenehadapi ancarnan
maupun tilldak pidana
tcrorisnre
Terkendalinya situasi
keamanaan saat tindak
pidana terorisn.re terjadi

10. TcrlindunginyaApgakum
dalarn nrenangani tindak
pidana terorisnrc

INDIKAl｀OR KIN[RJA

(3)
Jumlah jaringan terorisme yang
berhasil diungkap

Indcks kesiapsiagaan nasional

Waktu maksimum pengcmbalian
situasi kondusif dari tindak pidana
tcrorisme

Jumlah Apgal<unr f ang rncnjacli
korban dalarn ntenangani kasus
tindak pidana terorisrnc

SASARAN

(2)

TARGET
2021

(4)

2

0,8

l x 24 Jal■

0,9

0,9

0_85

71

8

9

I l. Meningkatnya jumlah
korban terorisnre yang
berhasil dipulihkan

12 !leningkatnva junr lah
l'nasyarakat tcrpapar vlng
berhasil dideradikalisasi

13. Terwujudnyareformasi
birokrasi BNPT sesuai
roadmap Refonlasi
Birokrasi Nasional ( RIIN)

Indeks korban terorisme yang
mendapatkan pemulihan

Indcks deradikalisasi

Indeks judicial review rcgulasi
penanggulangan terorisme

Penjelasan atas capaian sasaran strategis (Outcome) dan Indikator Kine{a Utama
yang tertuang dalam Sasaran Strategis BNPT, kami jabarkan pada Bab III tentang

Akuntabilitas Kineda.

ll -9lPe'.^( r,'r,1 B'i L'r.,
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A. (-'apaian Kineria Organisasi
Pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

dilakukan secara periodik, dengan membandingkan antara target lndikator Kine{a Utama

(IKLI) yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2O2l dan Rencana

Strategis Tahtn 202O-2O24. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam

rangka pengumpulan data kinerja dilakukan secara triwulanan menggunakan aplikasi

database oallne www.simolek.info. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual

IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kine{a dari kegiatan-kegiatan

yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan

dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung
jawabnya.

Analisis capaian kinerja BNPT setiap Sasaran Strategis untuk setiap perspeclive

dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala

yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan

kualitas pengelolaan kine{a di lingkungan BNPT. Pada tahun 2021, BNPT telah

menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strat€gis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja

utama sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian IKU BNPT Tahun 2021

No. Sasaran Strategis Indikatol Kinerja Capaian Tahun 2021

Utama Targr,.t Realisasi o,'o

Kctcrancan

Stu*e holder Perspeclive

I Meningkatnya I

Keamanan

Ncgara dan

Masyarakat dari

Ancaman

maupun Tindak

Pidana l'clorisrne
1

5.1.3 (r

38,14 30,29 120

Laporan Kineria | 2021

1()3
，

¨

つ

一

ヽ

）

Cuslomer Perspeclive

2 N4enurunnya

Potensi Iindak
Pidana Tcrorisme

rli lndoncsia

3 Menurunnya

Tindak Pidana

Terorismc di
Indonesia

Intlcks Resiko
'f crolisme
l)inrensi Targct

Indeks Rcsiko
Te rorisme
Dime nsi Srr,rpl,r'

Pelaku

I crntri.snt Irulcx
((;1 l)

Indcks Potensi

Tindak Pidana

Tcroristnc yang

dapat dicegair

Indeks

Penurunan

Tindak Pidana

0.75 0.73 97.13

Pada saat

laporan ini
dibuat belurr.r

dirilis data GTI
'tahun 2021

Capaian 80%
dikarenakan
ada kebi-iakan
baru terkait

4

.1.3 9 4.63

(Tahun

2020)

9.1.5

800, I 0.3

lll - 1lA k.r n I d b I'l as ,/. ne,ld
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4

No. Sasaran Stratcgis

Menunrnnya

Dampak

Kcrugian Akibat
Tindak Pidana

Tcrorisme

lnternal Perspeclive

5 Tersedianya

Regulasi

Penanggulangan

Terorisme

Berbasis

Penelitian

lndikator K incrja

Utama

Terorisme

Nasional

-5 Jurllah
Kcrugian
(Matcriil dan

Non Matcriil)
Akibat"l'indak
Pidana

Tcrorisnre

6 Jurnlah Korban

liwa akibat

Tindak
Terorisme

lndeks Jtdicial
/ielftr Rcgulasi

Penanggulangan

Terorisme

Indcks

Pelaksanaan

Kcrja Sarna

Luar Negcri

('apaian l ahun 2021

Targct Rcalisasi 'Zr

Kelerangan

preemliry
:lrike.

Junrlah
kcnrgian tidak
rne lebihi batas
bau,ah yang
dipcrh itungkan.

Jumlah korban
jiwa tidak
melebihi batas
bawah yang
diperhitungkan.

Dalam
perhirungan
indikator ini.
semakin kecil
nilai yang
diperoleh
berarti sernakin
baik.

1‐ idak

Lcbih

dari

19M

17,5M |()())。

100

60

Jiwa

4 Ji、 va 10096

0,17

6

0

0,9   1 lll.11Tcrselenggaranya 8

Kcrja Sama

Intcrnasional

terkait
Penanggulangan

Terorisme di
Tingkat Bilateral.
Regional. dan

Multilateral serta

Penguatan

Perangkat

Hukum
Internasional dan

Perlindungan

\\'NI dan BIII
dari Ancaman
'ferorisnre di
Luar Ncgcri

lll-2lA k u n t a b ilit a s K in e rl a
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No. Sasaran Strategis

Meningkatnya

Jumlah Jaringan

Terorisme yang

Berhasil

Diungkap

Meningkatnya

Kcsiapsiagaan

dalam

Mcnghadapi

Ancaman

nraupun Tindak
Pidana Terorisrnc

Telkendalinya
Situasi

Keamanan saat

Tindak Pidana

Terorisme

Tcrjadi

10 Tcrlindunginya
Apgakunr dalarn

Mcnangani

Tindak Pidana

Tcrorismc

11 Meningkatnya

Jumlah Korban

Terorisme yang

Berhasil

Dipulihkan

Mcningkatn!'a
.lumlah

N,lasyarakat
'Icrpapar yang

tscrhasil

Dcradika lisasi

Indikator Kincrja
Utama

9 Jumlah Jaringan

Terorisme yang

Berhasil

Diungkap

l0 Indeks

Kesiapan

Aparat

Pemerintalr

I I Waktu
Maksimum
Pengembalian

Situasi

Kondusifdari
Tindak Pidana

Terorisme

l2 Jurnlah

Apgakum yang

Men-iadi Korban

dalam

Mcnangani

Kasus Tindak

Pidana

Tcrorisme

l3 Indeks Korban
Terorisme yang

Mendapatkan
Pemulihan

14  1ndcks

Dcradikalisasi

(｀apaian‐rahun 2021

Targct Realisasi   9も

2      2        100

Keterangan

7

8 0.8     0.8

l x24

0.9

0,9

0.85   0,85

l x 24    100

0

100

100

100

100

9

90

12

I-nrn and Growth Perspeclive

lll -3lA k Lr n t a b rlit a s K inerja
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No. Sirralan Stratcgis Intlikrtor Kincria
[.tar:ta

I 5 Nilai l{ B tJ\ PT

Capaian I alrun 2021
'I-ar-ge t Re alisrsi o 

u

.11 65.9i1 ql.g.l

KctcrJn!:irlr

a

IJ I clu u jLrdnr a

llc lirrrn.r,,i

liirukrasi B\l'l'
scsLuti /?o,r,/at,i7r

Ilc lirrnras i

llir-ok rus i

\.r siola I 1 ll llN I

B. ,\nalisis ( apailn Indikator Kinerja t'tama
l. Stakeholder Perspective

Stakehol<ler perspective menunjukkan outcome/impact yang ingin dicapai oleh

BNPT pada akhir periode Renstra. Sasaran strategis pada perspektif ini adalah

meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana

terorisme. Sasaran strategis tersebut disusun berdasarkan visi BNPT- Sasaran strategis ini
diartikan bahwa selama 5 (lima) tahun ke depan, semrn upaya strategis yang dilakukan

BNPT harus bemuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman

maupun tindak pidana terorisme.

Sasaran Strategis I (SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat
dsri Anceman Maupun Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis I "Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari

Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme", memiliki 2 (dua) Indikator Kine{a
Utama (lKU), yaitu Indeks Persepsi Keamanan Masyarakat dari Tindak Pidana

Terorisme dan Global Tenorism Index(GTI).
Sasaran strategis pada perspective ini mempresentasikan semangat BNPT

sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa

aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

IKU I : lndeks Persepsi Keamanan Masyarakat dari Tindak Pidanr Terorisme
Indeks penepsi keamanan masyarakat dari tindak pidana terorisme pada Tahun

2021 diukur menggunakan perhitungan Indeks Resiko Terorisme (IRT). Indeks

Risiko Terorisme (lRT) tahun 2021 bera& dibawah target yang ditetapkan RPJMN.

Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMN telah tercapai dan terlampaui. Indeks

Dimensi Target mencapai 52,22 pada skala 0-100, lebih rendah dari yang ditetapkan

RPJMN yaitu 54,36. Indeks Dimensi Supply Pelaku mencapai 30,29 pada skala 0-

100, lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN yaitu 38,14.

Tercapainya nilai IRT tahun 2021 merupakan gambaran dari efektifnya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor l5
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

lll - 4 l A k u r 1 ,r b i I r t r s l(ri!( l,r
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Undang-Undang dalam pencegahan, penindakan dan ke{asama di bidang

penanggulangan terorisme.

Pada faktor pencegahan, di tahun 2020 dan 2021, BNPT dan .rtakeholder

penanggulangan terorisme melaksanakan serangkaian kegiatan pre-emtif di

masyarakat yang berfokus pada kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan

deradikalisasi sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan

Perafuran Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Sehingga adanya pemahaman dan

perubahan pandangan di masyarakat yang menjadi lebih moderat dan memiliki sudut

pandang yang sama terhadap radikal terorisme. Pada faktor penindakan, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadikan penegak hukum mampu melakukan

tindakan yang komprehensif mulai dari preventite jut;tice/prevenlive strike oleh
Densus AT 88 hingga pelaksanaan persidangan yang baik yang memiliki kepastian

perlindungan bagi aparat penegak hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77

Tahun 2019. Disamping itu, koordinasi antar aparat penegak hukum yang

dikoordinasikan oleh BNPT menjadi komunitas yang baik dalam peningkatan alur

komunikasi di bidang penindakan terorisme.

Pada faktor kelasama, selaku lembaga yang memiliki fungsi dalam

mengoordinasikan, menyusun strategi, dan program pemerintah di bidang

penanggulangan terorisme hingga kerjasama internasional bidang penanggulangan

terorisme, BNPT memiliki ke{asama-kerjasama baik dalam negeri maupun luar

negeri. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di dalam negeri adalah melalui

program Sinergisitas 46 Kementerian/Lembaga yang mendorong pelibatan secara

aktif Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan

terorisme melalui pendekatan lunak atau soft power approach dari hulu ke hilir sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian-/Lembaga yang

dikoordinasikan oleh BNPT selaku leading seclor penanggulangan terorisme di

Indonesia.

Program ini telah berlangsung selama 4 tahun sejak tahun 2018 yang membawa

dampak pada para penerima manfaat yang terdiri dari napiter, eks-napiter, keluarga

napiter, tokoh radikalisme terorisme, kelompok radikalisme terorisme, lembaga

pendidikan berbasis agama serta tempat ibadah yang menyebarkan paham radikal

terorisme, pengguna media sosial yang mengarah kepada radikalisme terorisme,

deportan dan jaringan terorisme. Disamping itu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2O2O-2024, dimana

Perpres ini menjadi penguat pelaksanaan kegiatan antarkementerian/lembaga

penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Dalam kerjasama intemasional, BNPT melalui Kedeputian Ke{asama

Intemasional melaksanakan serangkaian kegiatan kerjasama bilateral, regional,

multilateral dan konvensi hukum internasional dengan mitra-mitra strategis di luar

negeri, seperti: Indonesia dengan Yordania, Pelaksanaan Joint Working Group

(lWG) ke-4 on Combating International Terrorism antara Indonesia dengan Sri

Lanka, Pertemuan Konsultasi Bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme

antara lndonesia dengan Inggris, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi perumusan

Ir -s I
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dan penandatanganan kesepakatan kerjasama penanggulangan terorisme dengan

Rumania. Penandatanganan MoU dan kesepakatan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Keberhasilan tercapainya IRT tetap perlu mendapat perhatian pada sub-dimensi
pendorong radikalisme pada dimensi Supply Pelaku. Hal tersebut dikarenakan, masih

tingginya sub-dimensi pendorong seseorang memiliki paham radikal terorisme yang

berarti masih besamya potensi faktor-faktor pendorong radikalisme menarik
masyarakat indonesia kedalam pusaran radikal terorisme.

Keberhasilan pelaksanaan IRT Tahun 2021 harus ditingkatkan di IRT tahun

2022 dengan Penambahan jumlah sampel menjadi 220 kabupaten&ota, penambahan

variabel dalam kuesioner seperti pendanaan terorisme, media sosial, penggunaan

Kimia, Biologi, Radioaktii dan Nuklir (KBRN), mensosialisasikan penanggulangan

terorisme berdasarkan kajian untuk mendukung IRT. Dalam meningkatkan capaian

target IRT tahun 2022, BNPT perlu mendorong usulan pengajuan Struktur
Organisasi BNPT yang mendukung pelaksanaan mandat UU No. 5 Tahun 2018, dan

diperlukan kebijakan penanggulangan terorisme dalam menghadapi tahun politik di
tahun 2024.

IKU 2 z Glohal Tenorism Index (GTI)
Global Terrorism lndex ((iTI) merupakan metode untuk mengukur dampak yang

ditimbulkan oleh aktivitas terorisme di suatu negara. Pengukuran dilakukan dengan

memberi skor terhadap masing-masing negara &ri skala 0 sampai 10. Nilai 0

menunjukkan tidak ada dampak aktivitas terorisme, hingga l0 menunjukkan dampak

terbesar terorisme. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, berarti semakin

besar dampak yang dirasakan. Dalam perhitungan indikator ini, semakin kecil nilai
yang diperoleh artinya semakin baik (semakin kecil dampak dari tindakan terorisme).

Pada Tahun 2021, target indikator ini ditetapkan dengan nilai 4.44, yang artinya jika

tercapai maka memperoleh nlai lfi) persen dari pencapaiannya.

Tabel 3.2
(ilobal 'l'errorism lndcx (GTI) Indonesia

S:rslran \trategis
"\leningkatnra Kclnranan \egalrr tlan \l:rs\rr:Ik1rt rllri .\ncantan \lltullun

.l 
intlak l'itlu n:r Terorisnrr"

tKl -l
( i lo tut t -[c rntri snt I rul c"r (( ) T I )

lahrrrr l()l i

ll ca lisasi11、rtct

1.1ヽ ) 9■ ｀

lRc11、 tit1 2()2(,-2()24

Far=Cl     llし tcrilt(1.l,「 `ir=Ct

2()24        Rcilstlス 1

424          (,().ヽ 2''1)■′ヽ3

(1)a● !2010,

Tabel diatas incnunlukkan bahwa rcalisasi IICU-2,nilai(ツ οみ́ ノ五
`′

′′て,′′s′,,I″グaY

`('77, adalah 4.63 atau tclah nlcncapai 94,59も

dari targct′ rahun 2021 yang tclah

lll‐ 61
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ditetapkan sebesar 4.39. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra
BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 4.24, capaian Tahun 2O2l pada IKU-2 mencapai
90.82Yo.

IKU ini diukur melalui perbandingan antara nilai (jbbal Teruorism lndex (GTI)
Indonesia pada Tahun 2020 (belum terbitnya nilai Global Terrori.sm lndex (GTI)
Tahun 2021) dengan target yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kinerja. Pada

Tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke 37 dengan nilai 4,629. Hal tersebut

menunjukkan peningkatan sebesar 0 ,441 dari Tahun 2019, dimana pada Tahun 2019

Indonesia menduduki peringkat ke 35 dengan nilai 5,07.

Faktor keberhasilan tersebut dikarenakan Pemerintah lndonesia, melalui BNPT
terus berupaya melakukan pcncegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan
langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi prinsip pelindungan hak asasi

manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan tersebut dilaksanakan melalui

kegiatan:

I) Kesiapsiagaannasional

Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat,

peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana

prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan

paham radikal terorisme.

2) Kontra radikalisasi

Kontra radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui
kontra narasi, kontra propagand4 atau kontra ideologi.

3) Deradikalisasi

Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana,

mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah

terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi terhadap orang diberikan

melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan

reintegrasi sosial. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dapat

dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan

keagamaan, dan ke*'irausahaan.

2. Cuslomer Penpective
SaMran strategis pada cuslomer perspecth'e merupakan gambaran dari oulpul yang

ingin dicapai oleh BNPT. Selain iru, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus

merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT.

a. Sasaran Strategis 2 (SS2. Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di
Indonesia)

Sasaran Strategis 2 "Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di

Indonesia", memiliki I (satu) IKU, yaitu Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana

Terorisme.Sasaran strategis ini merepresentasikan keluaran dari fungsi preventifdan
pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.

r -7 |
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IKU 3 : Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme
Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan

kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan

negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bemegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan

Iuas serta memiliki tujuan tertentu, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan

secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terorisme diartikan sebagai perbuatan

yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana

teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat

massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang

strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas intemasional dengan motif
ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahuijumlah potensi tindak pidana terorisme

yang dapat dicegah oleh BNPT. Indikator ini merepresentasikan keluaran dari fungsi

preventif dan pre-emptif yang dilakukan oleh BNPT dalam rangka mengeliminasi

potensi ancaman terorisme. Potensi tindak pidana terorisme adalah faktor-faktor
yang memberikan peluang atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana

terorisme di Indonesia. Potensi tindak pidana terorisme dapat berasal dari 6 (enam)

aspek, yaitu: keamanan, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, lingkungan, dan

legal/hukum-

Dalam memenuhi indikator ini, BNPT terus berupaya untuk memberikan

pemahaman dan informasi yang komprehensif kepada masyarakat luas mengenai

bahaya paham radikal terorisme dengan terus memupuk rasa nasionalisme dan

mengingatkan kembali akan semboyan Negara Kesahran Republik Indonesia, yaitu

Rhinneko Tungqal lka. Harapan BNPT dengan memberikan pengetahuan dan

informasi tentang bahaya paham radikal terorisme yang komperehensif, masyarakat

akan memiliki kemampuan untuk menyaring dan memilah paham-paham yang tidak

sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bemegara yang pada akhirnya akan memiliki
kemampuan untuk menangkal dan ikut memberikan pengaruh terhadap lingkungan

sekitarnya terhadap ancaman bahaya paham radikal terorisme.

Tabel 3.3

Indeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme
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Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU-3 Indeks Pencegahan Potensi

Tindak Pidana Terorisme adalah 0.73 atau telah mencapai 97.33o/o dai target Tahun
2021 yang telah ditetapkan sebesar 0.75. Sedangkan apabila dibandingkan dengan

target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.84, capaian Tahun 2021 pada IKU-3
mencapai 86.90lo.

IKU-3 lndeks Pencegahan Potensi Tindak Pidana Terorisme diukur melalui
perbandingan antara jumlah potensi tindak pidana terorisme yang dapat dicegah
dengan total potensi tindak pidana terorisme. Pada Tahun 2021, BNPT telah berhasil
mencegah 8 potensi tindak pidana terorisme dari I I potensi tindak pidana terorisme
yang ada di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terdapat ll potensi tindak
pidana terorisme di Indonesia, yaitu:

l) Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap

orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis,

lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas intemasional;

2) Pasal 7, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda

orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-

objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau

fasilitas intemasional;

3) Pasal 8, dipidana karena melal-ukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

4) Pasal 9, setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia,

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata

api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang

berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

5) Pasal l0 dan l0A, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata

kimia, seniata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau

komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap

orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan

terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-

hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang

strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas intemasional;

6) Pasal 11, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan
dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan

sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme;
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7) Pasal 12, 12A, dan 12 B, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau

mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut

diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan

tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan,

menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata

biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang

mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau

menimbulkan kerusakan harta benda;

8) Pasal l3 dan 13A, setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau

kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;

9) Pasal 14, setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk

melakukan tindak pidana terorismel

l0) Pasal 15, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan,

percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

ll) Pasal 16, setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang

memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya

tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku

tindak pidana.

Adapun 8 potensi tindak pidana terorisme terdiri dari :

l) Pasal 8, pencegahan pasal 8 dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan

paham radikal terorisme dan paham ISIS dengan cara melakukan penggalangan

terhadap tokoh/perorangan dan organisasi./kelompok;

2) Pasal 9, pencegahan pasal 9 dilakukan melalui kegiatan pengawasan ancaman

terorisme di wilayah perbatasan;

3) Pasal 10, pencegahan pasal l0 dilakukan melalui kegiatan pengawasan ancaman

terorisme di wilayah perbatasan;

4) Pasal l2A, pencegahan pasal l2A dilakukan melalui kegiatan intelijen
pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism
(CCT), operasi kontra ideologi, operasional Pusat Media Damai (PMD),

pembuatan serta operasionalisasi website Islam moderat, dan operasi

pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme;

5) Pasal l28, pencegahan pasal l28 dilakukan melalui kegiatan intelijen
pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism
(CCT), operasi kontra ideologi, operasional Pusat Media Damai (PMD),
pembuatan serta operasionalisasi website lslam moderat, dan operasi

pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi pencegahan terorisme;

6) Pasal 13, pencegahan pasal l3 dilakukan melalui kegiatan intelijen pencegahan

paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT),

operasi kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam

strategi pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme

(FKPT);

7) Pasal l3,A., pencegahan pasal l28 dilakukan melalui kegiatan intelijen
pencegahan paham radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism

Ir -10 |



| 202L

(CCT), operasi kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem

informasi dalam strategi pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi
Pencegahan Terorisme (FKPT);

8) Pasal 14, pencegahan pasal l2E} melalui kegiatan intelijen pencegahan paham

radikal terorisme dan paham ISIS, Cyber Counter Terrorism (CCT), operasi

kontra ideologi, operasi pengelolaan manajemen sistem informasi dalam strategi

pencegahan terorisme, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Upaya yang dilakukan oleh BNPT selama Tahun 2021 melalui untuk
mendukung indikator ini melalui Direktorat Pencegahan telah melaksanakan

kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang

telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan
sebagai berikut:

l) Capaian Kinerja Sub Direktorat Pengawasan

Target kinerja Sub Direklorat Pengawasan tahun 2021 adalah sebanyak 2

operasi Pengawasan terhadap Potensi Tindak Pidana Terorisme, yang terbagi

menjadi Pengawasan terhadap Potensi Pelaku Tindak Pidana Terorisme dan

Pengawasan terhadap Pergerakan Barang terkait Potensi Tindak Pidana

Terorisme. Dari target yang telah ditetapkan, Subdit Pengawasan telah mencapai

kinerja 100% dengan rincian sebagai berikut:

a) Pencapaian Pengawasan terhadap Potensi Pelaku Tindak Pidana Terorisme:

(l) Persiapan

(2) Operasi Pengawasan Orang:
(a) Pengawasan Ancaman Terorisme di Semarang, Brebes, dan Solo

Raya;

(b) Pengawasan Ancaman Terorisme di Yogyakarta, Sleman, dan

Kulon Progo;
(c) Pembuatan Instrumen Pengukur Radikalisme.

(3) Assessment Wawasan Kebangsaan

b) Pencapaian Pengawasan terhadap Pergerakan Barang terkait Potensi Tindak

Pidana Terorisme:

c) Operasi Pengawasan Barang: Pengawasan Ancaman Terorisme di Wilayah

Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.

2) Capaian Kinerja Sub Direktorat Kontra Propaganda

Target kinerja Sub Direktorat Kontra Propaganda tahun 2021 adalah

sebanyak 56 Operasi sebelum revisi dan 49 Operasi setelah revisi, yang terbagi

menjadi Operasi Intelijen Pencegahan dengan target kinerja tahun 2021 adalah

sebanyak 30 Operasi sebelum revisi, menjadi 28 Operasi setelah revisi, dan

Operasi Intelijen Kontra Propaganda sebanyak 26 Operasi sebelum revisi,

menjadi 21 Operasi setelah revisi. Dari target yang telah ditetapkan, Subdit

Kontra Propaganda telah mencapai kinerja 100 04 dengan rincian sebagai

berikut:
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a) Kegiatan Operasi Intelijen Pencegahan yang telah dilaksanakan adalah

sebagai berikut:
(l) Operasi Intelijen Pencegahan

(a) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Sulawesi Tengah (Februari).
(b) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Sulawesi Tengah (Maret).
(c) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Jawa Barat (April).
(d) Kegiatan Intelijen Pencegahan di DKI Jakarta (Mei).
(e) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Papua (Juni).

(f) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Lampung (Juli).
(g) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Banten (Agustus).
(h) Kegiatan Intelijen Pencegahan di Jawa Barat (September).

(2) Cyber Counter Tenorism (CCT)

NO WAKTII \\'ILAYAH
I Januari 48 situsl akun berpotensi radikal

2 Februari 63 situs/ akun berpotensi radikal

3 Maret 70 situs/ akun berpotensi radikal.

4 April 57 situs/ akun berpotensi radikal

5 Mei 65 situs/ akun berpotensi radikal

6 Juni 45 situsl akun berpotensi radikal

7 Juli 73 situs/ akun berpotensi radikal

8 Agustus 40 situsi akun berpotensi radikal

9 Septcmber 4l situsl akun berpotcnsi radikal

l0 Oktober 43 situs/ akun berpotcnsi radikal

ll Novenrber 40 situs/ akun berpotensi radikal

12 Desember Masih dalam tahap pelaksanaan

Gambar 3.1 Data Cyber Counter Tenofism

b) Kegiatan Operasi Intelijen Kontra Propaganda yang telah dilaksanakan

adalah sebagai berikut:
( 1 ) Pembuatan Kooten Kontra Propaganda yaitu:

(a) Operasi Pusat Media Damai

- Jumlah Tulisan yang termuat di dalam

www,damailahindonesiaku.com dan wwwjalandamai.org
sebanyak 1448 tulisan dengan jumlah page views sebanyak

2.586.515 views;

- Ilustrasi gambar, infografis dan komik sebanyak 661 ilustrasi;
- Video Kontra hopaganda sebanyak 97 Video.
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(b) Pemberdayaan Duta Damai Dunia Maya 13 Provinsi
- Regenerasi Duta Damai di Provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak

60 peserta.

- Pembentukan Duta Damai Provinsi ke- 14 di Lampung sebanyak

31 peserta.

(c) Operasional Website Duta Damai 13 Provinsi dengan total
Postingan pada Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube

sebanyak 1.853.561 Postingan.

(2) Penyebaran Konten Kontra Propaganda, yaitu:
(a) Publikasi Cetak

- Menyusun dan Mencetak Majalah Jalan Danrai (PMD);
- Mencetak dan mendistribusikan Majalah Duta Damai Dunia

Maya 2021;
- Mencetak Buku Pendanaan Terorisme di Indonesia;

- Mencetak Buku Penyebaran Konten Kontra Propaganda;

- Mencetak Buku Sufisme Jawa;

- Mencetak Buku Anak Muda Cerdas;

- Mencetak Buku Pedoman Duta Damai Dunia Mayal
- Mencetak Buku Klinik Pancasila;

- Memproduksi merchandise dalam rangka mendukung kegiatan

kontra propaganda dan penyebarluasan pesan-pesan

perdamaian. Pembuatan merchandise merupakan produksi

media-media yang menarik seperti sticker, leaflet. dan lainnya
yang berisi tentang kontra narasi terorisme dan pesan

perdamaian. Merchandise dijadikan sebagai sarana yang bisa

mendekatkan pesan-pesan perdamaian dengan kalangan

generasi.

(b) Optimalisasi Media Sosial

- Facebook Fanpage DamailahRl Tahun 2021 telah memposting

1.673 konten dan menjangkau 16.598.93 t orang;
- Youtube DamailahRl Tahun 2021 telah memposting 90 video

yang menghasilkan penayangan video sebanyak 3.156.199

viewsl
- Twiuer Jumlah Penayangan sebanyak 624.978 kali;
- Youtube KaPeKopi Tahun 2021 telah memposting 13 video dan

menghasilkan penayangan video sebanyak 414.912 view;
- Instagram DamailahRl Tahun 2021 telah memposting konten

dengan jumlah 176 postingan dan telah menjangkau 2.279.412

omng;

- Twitter DamailahRl Tahun 2021 telah memposting konten

dengan total 638 tweet menjangkau 12.952.600 orang;
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- Monitoring Media Sosial Duta Damai 13 Regional, total 2M
akun media social yang terdiri dari 76 akun Instagram, 55 akun
Facebook, 63 akun Twitter, dan l0 akun Youtube;

- Iklan Layanan Masyarakat di Radio sebanyak 120 kali.
(c) Rilis Media Massa

- Rilis media online sebanyak 68 kali.
- Rilis blog Kompasiana sebanyak 375 kali.
- Iklan layanan masyarakat di radio 120 kali.

(3) Koordinasi Penyebaran Konten dan Penguatan Jaringan Kontra
Propaganda

(a) Rakomas Duta Damai Dunia Maya dengan 82 peserta

(b) Sarasehan Kontra Ideologi, terdiri dari:

- Silaturahmi Kebangsaan dalam Rangka Pencegahan Paham

Radikal dan Terorisme di Merauke, Solo, Aceh, Bogor,

Yogyakarta, Lampung, Jawa Tengah, Kabupaten Garut.

Kegiatan diadakan secara luring / offline dengan peserta

sebanyak I .600 orang yang dihadiri oleh FORKOPIMDA,
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Civitas Akademia dan

Stakeholder terkait.

- Rapat Koordinasi Pengelolaan Masjid dalam Rangka

Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Kota Yogyakarta yang

dihadiri oleh Pengurus Keraton Yogyakarta, Polres, Polda dan

Tokoh Agama dengan peserta sebanyak 35 orang.

- Muhasabah Gugus Tugas Pemuka Agama yang dihadiri oleh

Pemimpin Ormas Keagamaan yang tergabung dalam

LPOVLPOK, MUI, Muhammadiyah, Independen serta

stakeholder dengan peserta sebanyak 85 orang.

(c) Pengembangan Jaringan Kontra Narasi

- Penggalangan Youtube "Jeda Nulis" (Habib Husein Ja'far Al
Hadar) melalui Pembuatan Konten Kreatif dalam rangka

Konten Kontra Propaganda dengan capaian 19.000.000 Views,

600.000 Likes, dan 80.000 Comments.

- Penggalangan Website www.tafsirquran.id sebagai Platform

Penyebaran Narasi Moderasi Beragama dengan capaian

I I 2.283 page views.

(d) Kegiatan Direktorat Pencegahan Dalam Rangka Sosialisasi

Pencegahan Paham Radikal Terorisme (Offline dan Online)

dengan capaian 168 kegiatan offline dan 104 kegiatan online

dengan total audiens sebanyak 49.922 audiens yang terdiri dari

Mahasiswa, pemuda, Ormas, CSO, Masyarakat, Ulama, dan Santri.
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3) Capaian Kinerja Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
Target kinerja sub direktorat Pemberdayaan Masyarakat tahun 2021 adalah

sebanyak 3 Forum yang terbagi menjadi perencanaan progrzrm dan kegiatan

pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
(FKPT) dan terr+ujudnya pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme

melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dengan target kinerja.

Sasaran Program Tercapai Di 32 Provinsi dengan pembagian 5 bidang, yaitu:

a) Guru Pelopor Moderasi Beragama Di Sekolah @idang Agama, Sosial dan

Budaya);

b) Ngopi Coi "Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia" (Bidang Media, Hukum
dan Humas);

c) "Ngobrol Perempuan TOP" Inspirasi Perempuan Teladan, Optimis dan

Toleransi (Bidang Perempuan dan Anak);
d) Pelibatan Siswa SMA,/Sederajat dalam Pencegahan Terorisme dengan tema

"lndonesia Tangguh" (Bidang Pemuda dan Pelajar);

e) Survei Nasional Indeks Risiko Terorisme dan Indeks Potensi Radikalisme

(Bidang Penelitian dan Pengkajian).

Selain itu telah dilaksanakan juga Rapat Kerja Nasional, Monitoring dan

Evaluasi (Monev) Pelibatan Masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi. Bersamaan

dengan kegiatan monev tersebut juga telah terlaksana Formatur pemilihan

pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) masajabatan tahun

2022 - 2024 di 32 Provinsi. Pencapaian jumlah Keterlibatan Masyarakat pada

tahun 2021 adalah sebagai berikut:

i.;rr!r-r: '. i. .12021

I Lrtul Kctt'r'liblrtanI'i.crt:r ( )lllrtte l'c.et'l:r ( )ttlrttc

l.696 37.462
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b. Sasaran Strategis 3 (SS3. Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana
Terorisme di Indonesia)

Sasaran Strategis 3 "Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme di

Indonesia", memiliki I (satu) IKU, yaitu Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme

Nasional. Sasaran strategis ini merepresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses

utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh

BNPT,

IKU 4 : Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Capaian

indikator ini terpresentasi dari hasil indeks penurunan tindak pidana terorisme

nasional. Indeks penurunan tindak pidana terorisme mempresentasikan tren
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penurunan terjadinya tindak pi&na terorisme yang te{adi di Indonesia tahun berjalan
terhadap tahun sebelumnya.

Tabel 3.4

Indeks Penurunan Tindak Pidana Terorisme Nasional

Sasaran Strategis

"l\'Icnurunnra Jumlah Kasus'[indak Pidana Terorisme di Indonesia"

IKU‐4

1ndeks Penurunan Tindak Pidana Terorisrile N■ sional
´
I｀ahun 2021                     Rcnstra 2()2()‐ 2()24

Targct       Realisasi          96         
´
I｀argct     96 tcrhadap・ Targct

2024          Rcnstra

().1         0.3          80        ().l            X()

Tabel diaras menunjukkan bahwa realisasi IKU-4 Indeks Penurunan Tindak

Pidana Terorisme Nasional adalah 0.3 atau telah mencapai 80o/o dari target Tahun

2021 yang telah ditetapkan sebesar 0.1. Sedangkan apabila dibandingkan dengan

target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.3, capaian Tahun 2021 pada IKU-4
mencapai 807o.

Indikator indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional diukur melalui
perbandingan antara selisih tindak pidana terorisme yang terjadi pada tahun berjalan

dan tahun sebelumnya dibandingkan dengan tindak pidana terorisme yang terjadi

pada tahun berjalan. Adanya penurunan tindak pidana terorisme nasional sendiri

dapat dilihat dari data penangkapan tersangka tindak pidana terorisme selama Tahun

2020 dan202l pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5

Data Penangkapan Tindak Pi&na Terorisme

Tahrtn !leninggal
Dunia

Vonis l ()talS idik Sidang

2020

2(,21

10

13

78

114

142

208

2        232

0        335

(kcnalkan 144()も )

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 tidak terjadi penurunan tindak pidana

terorisme, namun tet'adi kenaikan indeks sebesar 0,3 pada tahun 2021 dengan

presentase kenaikan 144% dari tahun 2020 ke 2021 . Kenaikan terhadap tindak pidana

terorisme ini tidak disebabkan oleh faktor intemal BNPT, karena BNPT merupakan

lembaga koordinator yang melaksanakan tugas fungsi mengkoordinasikan aparat

penegak hukum dan instansi terkait lainnya sehingga proses panegakan hukum dapat

berjalan dengan efektif dan maksimal sehingga tidak dapat mempengaruhi

penegakan hukum tindak pidana terorisme secara mutlak.
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Adapun faktor ekternal yang menyebabkan kenaikan jumlah tindak pidana

terorisme pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

l) Kebijakan Preemtive Strike yakni tindakan penegakan hukum yang terukur,

mendahului te{adinya perbuatan tindak pidana terorisme berdasarkan indikasi
ancaman terorisme;

2) Perluasan Kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Pemberlakukan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan PP Nomor 77 Tahun 2019;

3) Adanya Fatwa Maut ISIS unhrk menyerukan aksi amaliyah;

4) Penyederhanaan Modus Teror dengan sel terputus yang dircrapkan oleh

kelompok jaringan terorisme;

5) Kemenangan Taliban di Afganistan, strategi Taliban memperoleh kemenangan

menjadi motivasi kelompok jaringan terorisme.

Tabel 3.6

Data Penangkapan Tindak Pidana Terorisme

Tahun PutusPcrkara Linipah Sidang

2020

2021

347

283

254

238

112

93

235

19()

Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana terorisme di tahap

penyidikan dan persidangan, terdapat kenaikan jumlah perkara. Hal ini tidak lepas

dari usaha yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan cara

berkolaborasi dan berkoordinasi bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum dan

stakeholder terkait guna mewujudkan penegakan hukum tindak pidana terorisme

berjalan dengan maksimal. Bentuk koordinasi dan kolaborasi antara Direktorat

Penegakan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait,

terepresentasi dengan kegiatan yang dilaksanakan berikut:

Tabel 3.7

Kegiatan dalam rangka penurunan jumlah kasus Tindak Pidana Terorisme

N() Narna Kesiatan Pelaksana

Koordinasi penanganan perkara tindak
pidana terorisme dengan Lembaga

Tingkat Pusat

Koordinasi penarlganan perkara tindak
pidana terorisntc dcngan Lenrbaga

Tingkat Daerah

FGD dalam rangka analisis dan

identifikasi terkait penegakan hukum
tindak pidana terorisrne
fGD dalarn rirngka evalutrsi dan
pelaporan terkait pe'negakan hukunr
tindak pidana tcrorisrttc

Sub Direktorat Hubungan

Antar Lembaga Aparat

Penegak Hukum

Sub Direktorat I Ir.rhungirn

Antar Lcmbaga Aparat

Penegak IJ ukurr

Sub Direktorat Analisis dan
Evaluasi

Sub Dircktorat A nalisis dan
Ir aluasi

4
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c.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan melalui Direktorat
Penegakan Hukum juga telah mengkoordinasikan pelaksanaan pemindahan dan

penempatan terhadap 87 (delapan puluh tujuh) narapidana terorisme ke lembaga

pemasyarakatan. Ini merupakan bagian upaya pengoptimalan penegakan hukum.
Kegiatan dalam rangka analisa dan evaluasi penegakan hukum memiliki output
tersedianya data 102 (seratus dua) tahanan terorisme dalam format identifikasi
tahanan, dimana kedepannya menjadi bahan diskusi selanjutnya dalam upaya

penurunan jumlah kasus tindak pidana terorisme.

Sasaran Strategis 4 (SS4. Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak
Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 4 "Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana

Terorisme", memiliki 2 (dua) IKU, yaitu Jumlah Kerugian (Materiil dan Non
Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme dan Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak
Terorisme.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada pasal 43B
ayat 4, upaya kesiapsiagaan nasional dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan

prasarana sebagai bentuk upaya meminimalisir dampak kerugian akibat aksi tindak
pidana terorisme. Lebih lanjut, amanat pelindungan sarana dan prasarana dari tindak
pidana terorisme diterjemahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun

2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat pada pasal 13, dimana

upaya pelindungan tersebut dilakukan terhadap objek vital yang strategis dan fasilitas

publik melalui perumusan pedoman yang memuat standar minimum pengamanan.

kriteria dan parameter, dan evaluasi. Disamping itu, pada pasal 14 dijelaskan bahwa

upaya kesiapsiagaan nasional dalam rangka pelindungan sarana dan prasarana

dilaksanakan melalui pengembangan dan penyelenggaraan sistem keamanan

intemal. Amanat kedua peraturan perundang-undangan tersebut kemudian

diterjemahkan dengan lebih teknis didalam Peraturan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan

Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Pubtik dalam Pencegahan

Terorisme yang mencakup : [) pengelolaan resiko tindak pidana terorisme; 2)
perencanaan pengamanan; 3) pola pengamanan sarana prasarana; 4) rencana

merespon situasi darurat; dan 5) evaluasi.

Sedangkan pada pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan

bahwa korban adalah tanggung jawab negara dan berhak mendapatkan kompensasi.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemberian kompensasi terhadap korban tindak
pidana terorisme sebagai wujud pelindungan segenap warga negara dari dampak

tindak pidana terorisme diarur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban pada pasal
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18, dimana pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban
diberikan dengan mempertimbangkan besaran kerugian materil dan kerugian non

materil.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, BNPT berkewajiban
untuk menyusun kebijakan, menetapkan norma dan panduan, serta melakukan
evaluasi implementasi kebijakan pelindungan warga negara serta sarana dan

prasarana dari ancaman tindak pidana terorisme. Untuk mengukur efektivitas
pelaksanaan tugas fungsi tersebut, maka BNPT menetapkan sasaran strategis

"Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tlndak Pidana Terorisme" sebagai

peruujudan atas mandat yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan melalui fungsi pembinaan kesiapsiagaan nasional, manajemen penanganan

krisis, dan pemulihan korban. Disamping itu, dalam menetapkan besaran kerugian
yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme, BNPT menjalin kemitraan dengan

berbagai pihak antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta

Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Besaran kompensasi yang akan

diberikan negara kepada korban terorisme ditetapkan melalui Standar Biaya

Masukan Lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-

77 5/MK.02/2020 tanggal 06 September 2020 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya

Perhitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme. Adapun

besaran perhitungan kerugian materil dan non materil sesuai dengan surat Menteri

Keuangan perihal pemberian kompensasi dan santunan kepada korban tindak pidana

terorisme adalah sebagai berikut:

Tabc1 3.8

Standar Biaya Masukan Lainnya

Pcrhitungan iК 【ornpcnsasi dan Santunan Kcrnatian Korban・Tcrorisnlc

Konrlisi Korban Kotllp(11\it\i

I ukl Ringan

Luka Sedang

L.uka Ilcr'.rt

\lcninggal f)Lrnia

Kh Lr:us korbln mcninggul

ciuniu rlibcrikan sanlunan

ヽo:1ヽ lateriil

つ` 00()000

115.()0().000

21('000000

25()0()0.00()

|｀ 000000

Ililung lltuu

rrt:ak nr a

lrirrlir bcnda

scsrui bcnLrrk

liil

i\lateril
I Iilrrngny l pcngha.il.rrr

iltxu l)cndxpilllln
(1. \lR tcrtinsgr (ii

irrLkrncsia dikalikrur

lanlrnva korban lrrlirL

bclcrja dcngirn l.lta'
rnlLk.irrrtl l-l hLr lan t

IKU 5 : Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana

Terorisme

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui besaran kerugian materiil dan non

materiil akibat kejadian aksi terorisme. Kerugian materil didefinisikan sebagai

kerugian yang secara nyata diderita oleh korban yang diakibatkan oleh aksi

terorisme. Sedangkan kerugian non materiil diartikan sebagai kerugian atas manfaat

yang mungkin dapat diterima oleh korban apabila yang bersangkutan tidak menjadi

korban tindak pidana terorisme. Dampak dari setiap aksi terorisme tentunya dapat
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memunculkan efek negatif pada berbagai sektor khususnya kerugian ekonomi
(materil) ataupun psikologi sosial (non materiil) masyarakat dalam skala besar

Tabel 3.9
Jumlah Kerugian (Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme

\:rrrrritn \l ra I t,i:ir
"\lertururrnvit Drtnrpak Kerugirtn .\kibat I indrrk Pidlrrir I trorismc"

IKt -5

Junrlah Kenrgian (llateriil tlan \on \lateriil) .\kibtt f iDdnk Pitlirna l-erorisnrr
'I xhufl ]l]l(l lirr\tfrr lr)lo lrrl,1

Txrqct Itcalis.rsi I arget l02l ",, lcrhadap I .rlgct

Renrlrir

l() \t 1:.j \l ]lx) I!) \1 l(x)

Pada tahun 2021 teridentifikasi kerugian materiil akibat Bom Gereja Katedral,

Makassar, Sulawesi Selatan sejumlah Rp 17.506.000,- dengan korban luka berjumlah

19 orang. Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-6 Jumlah Kerugian
(Materiil dan Non Materiil) Akibat Tindak Pidana Terorisme adalah sebesar

Rp17.506.000 yang merupakan 10002 capaian dari target Tahun 2021 yang telah

ditetapkan yaitu tidak melebihi l9 Milyar. Sedangkan apabila dibandingkan dengan

target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu tidak melebihi 16 Milyar, capaian

Tahun 2021 pada IKU-6 mencapai 100%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

tahun 2020 - 2024 Subdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi memiliki
Sasaran Kinerja menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme

dengan indikator kinerja jumlah kerugian materiil dan non-materiil. Upaya yang

dilakukan oleh BNPT selama Tahun 2021 untuk mendukung indikator ini yang

dilaksanakan oleh Subdit Pengamanan Objek Vital dan Transportasi Tahun 2021,

sebagai berikut:

l) Sosialisasi Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana dalam Pencegahan Tindak

Pidana Terorisme dan Pre-Assessment Pada Obvit Industri Kertas Berharga di
Kab.Kudus;

2) Sosialisasi Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Dalam Pencegahan Tindak
Pidana Terorisme dan Pre-Assessment pada PT Pelabuhan Tanjung Priok di DKI
Jakarta;

3) Identifikasi pada Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina (Persero) RU VI
Balongan, Indramayu;

4) Sosialisasi Peraturan BN PT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan

Sarana Prasarana Objek vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pre Assessment di Bandara Mutiara
Sis Al Jufri Palu;

5) Pemetaan dan Pengamanan Obvitnas Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU)

Mutiara, Dalam menghadapi Ancaman Terorisme (Palu);
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6) Sosialisasi Perban BNPT No 3 Tahun 2020 dan Pre Assessment Sistem

Pengamanan Pada Lingkungan Kerja PT PLN, GITET Paiton;
7) Sosialisasi Perban BNPT No 3 Tahun 2020 dan Pre Assessment Sistem

Pengamanan Pada Lingkungan Kerja PT PLN, PLTU Paiton;
8) Pemetaan dan Pengamanan Obvit Nasional Pelabuhan Panjang, Kota Bandar

Lampung, Sebagai Upaya Kesiapsiagaan Nasional Dalam Menghadapi

Ancaman Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Lampung;
9) Sosialisasi Perban dan Pre Assessment pada PT.PLN GITET (Gardu Induk

Tegangan Tingkat Tinggi) Gandul, di Depok;

l0) Sosialisasi Perban dan Pre Assessment PT. PLN JCC ( Jawa Control Center) dan

P2B (Pusat Pengatur Beban) Gandul, di Depok;

I l) Sosialisasi Perban PT.PLN dan Pre Assessment pada GITET Suralaya di
Cilegon;

l2) Sosialisasi Perban PT.PLN dan Pre Assessment pada PLTU Suralaya di Cilegon;

l3) Identifikasi Potensi Tindak Pidana Terorisme dan Asesmen Sistem Pengamanan

pada Kejadian Terbakarnya Kilang Minyak PT Pertamina RU IV di Cilacap,

Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

IKU 6 : Jumlah Korban Jiwa Akibat Tindak Terorisme

Korban tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut korban adalah

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi

yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Korban dibedakan menjadi dua,

yaio korban langsung dan korban tidak langsung. Korban tersebut ditetapkan oleh

penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan

Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum,

Hakim, dan Petugas Masyarakat, BNPT melakukan pelindungan terhadap sarana dan

prasarana yang terdiri dari obyek vital yang strategis dan fasilitas publik. Indikator
ini bertujuan untuk mengetahui jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme,

khususnya tindak pidana terorisme yang terjadi di obyek vital strategis dan fasilitas

publik. Semakin sedikit jumlah korban jiwa akibat tindak terorisme dari target yang

telah ditentukan, menunjukkan keberhasilan dari aparat penegak hukum dalam

menekan kejadian aksi teror.

Tabe1 3.10

Junllah I(orban Ji、 va Akibat Tindak Tcronsmc

Sasurarr Slrirtcgis
"\lerturunrrr a [)anrpirk Kerrrgiau \kibat Tindak l'itlanu I ororisrne"

lKl -6

Junrlah Korblrr Jirra ,\kibat Tindak l t rorisrne
'l ahu n 2021

'far',:ct Rcalisasi
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Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU-6 adalah sebesar 4 jiwa yaitu
capaian 100% dari target Tahun 2021yangtelah ditetapkan yaitu tidak lebih dari 60
jiwa. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Rensha BNPT Tahun 2020-
2024 yaitu tidak lebih dari 30 j iwa, capaian Tahun 202 I pada IKU-6 adalah 100%.

lndeks jumlah korban jiwa akibat tindak terorisme diukur melalui perhitungan
jumlah korban jiwa akibat tindak pidana terorisme yang terjadi di objek vital strategis

dan fasilitas publik. Pada Tahun 2021, terjadi aksi terorisme yang menimbulkan

korban jiwa sebanyak 4 jiwa, yaitu pada kejadian tanggal 1 1 Mei 2021 terjadi aksi

terorisme sebanyak empat orang petani di Lembah Napu, Desa Kalimango,
Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah dibunuh oleh

kelompok teroris Mujahidin lndonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Jumlah ini

lebih kecil dari tahun sebelumnya yaihr l0 korban jiwa, hal tersebut menunjukkan

keberhasilan dari aparat penegak hukum dalam menekan kejadian aksi teror di

Indonesia, sehingga jumlah korban jiwa pun menjadi semakin kecil dari tahun-tahun

sebelumnya.

Dari pengamatan diatas pada Tahun 2021 terjadi aksi terorisme pada lingkungan

umum dan pemerintah dan teridentifikasi sebagai berikut:
l) Identifikasi Kerugian Pada Lingkungan Umum Akibat Bom Gereja Katedral

Makassar yaitu bom bunuh diri pada tempat ibadah di Gereja Katedral Makassar

pada tanggal 28 Maret 2021. Identifikasi Kerugian Materiil Akibat Bom Gereja

Katedral Jl.Kojoaladido, Makassar, Sulawesi Selatan dengan hasil sejumlah Rp

I 7.506.000,- dengan korban luka berjumlah l9 orang;

2) Pada tanggal 3 I Maret 2021 Lingkungan Pemerintah yaitu Mabes Polri diserang

oleh teroris /oze wol dan tidak ada korban jiwa;
3) Pada hari Selasa, tanggal I I Mei 2021, terjadi aksi terorisme, sebanyak empat

orang petani di Lembah Napu, Desa Kalimango, Kecamatan Lore Timur,

Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah dibunuh oleh kelompok teroris

Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Pembunuhan ini terjadi

sekitar pukul 07.30 WITA.

Upaya yang dilakukan oleh BNPT selama Tahun 2021 untuk mendukung

indikator ini yang dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan,

sebagai berikut:

1) Audiensi dengan PHRI Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Peraturan BNPT

Nomor 3 Tahun 2020 di Lingkungan Hotel dalam Menghadapi Ancaman

Terorisme. (Februari 202 I );
2) Rapat Koordinasi Persiapan Pelindungan Sarana dan Prasarana pada Hotel

dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. (Maret 2021);

3) Identifikasi Kerugian Materiil Akibat Bom Katedral Makassar di Sulawesi

Selatan (29 Maret 202 I );
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4) Monitoring dan Evaluasi Sistem Jaringan Pelindungan Sarana dan Prasarana

pada Lingkungan Hotel dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. (Lampung, 30

Maret - I April 202 1);

5) Monitoring dan Evaluasi Sistem Jaringan Pelindungan Sarana dan Prasarana

pada Lingkungan Hotel dalam Menghadapi Ancaman Terorisme. (Jawa Timur,
7-9 April2O2l);

6) Operasi Pengamanan Lingkungan Pemerintahan Dalam Rangka Kesiapsiagaan

Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme di Kota Lampung (Lampung,

30 Maret - I April 202 I );
7) Operasi Pengamanan Lingkungan Pemerintahan Dalam Rangka Kesiapsiagaan

Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme di Provinsi Jawa Timur.
(Jawa Timur, 7-9 April 2021 );

8) Operasi Pengamanan Lingkungan Pemerintahan Dalam Rangka Kesiapsiagaan

Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme di Kota Palu dan Kabupaten

Poso Provinsi Sulawesi Tengah. (Sulawesi Tengah, 20-23 Aprrl2021);
9) Audiensi Dengan Kemenpan RB Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Peraturan

BNPT Nomor 3 Tahun 2020 di Lingkungan Mal Pelayanan Publik Dalam

Menghadapi Ancaman Terorisme. (DKI Jakarta,23 Mei 2021);

l0) Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 di Lingkungan Hotel Dalam

Menghadapi Ancaman Terorisme. (Makassar, 16- l 8 Juni 2021)

1l) Rapat Koordinasi Persiapan Pelindungan Sarana dan Pmsarana Pada Mal

Pelayanan Publik Dalam Mengha.lapi Ancaman Terorisme @KJ Jakarta,22-23

Juli 2021);

12) Monitoring Sistem Pelindungan Sarana dan Prasarana pada Mal Pelayanan

Publik (MPP) Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme (Palembang, 12-14

Agustus 2021);

13) Monitoring Sistem Pelindungan Sarana dan Prasarana pada Mal Pelayanan

Publik (MPP) Dalam Mengha&pi Ancaman Terorisme (Batam, 18-20 Agustus

2021):

l4) Operasi Pengamanan Lingkungan Pemerintahan Dalam Rangka Kesiapsiagaan

Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme (Jawa Tengah, 7-10

September 202 [ );
I 5) Sosialisasi Peraturan BNPT tentang Pelindungan Sarana dan Prasarana Pada Mal

Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme (Tangerang Selatan,

Oktober 2021);

l6) Identifikasi Kerugian Sarana dan Prasarana Pasca Bom Tahun 2018 Pada Tiga
Gereia di Surabaya, Jawa Timur (November 2021).

3. Internal Process Perspective
Internal Process Perspective merupakan gambaran dari proses intemal yang harus

dilakukan oleh BNPT untuk mencapai output yang diharapkan pada customer

perspective. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima)
proses bisnis utama BNPT, meliputi : kebijakan, kerja sama intemasional, pencegahan,

penegakan hukum, serta pemulihan dan deradikalisasi. Kelima proses bisnis tersebut
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merepresentasikan kegiatan BNPT dalam menjalankan fungsinya dalam rangka
penanggulangan Grorisme.

t, Slsaran Strategis 5 (SS5. Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme
Berbasis Penelitian)

Sasaran Strategis 5 "Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis

Penelitian", memiliki I (satu) IKU, yaitu lndeks Judicial Xevi, Regulasi
Penanggulangan Terorisme.

IKU 7 : Indeks .Ilrdicral t{evia Regulasi Penanggulangan Terorisme
Kebijakan yang baik harus memperhatikan juga aspek legal drafting yang baik,

selain aspek substansi peraturan perundang-undangan, untuk itu maka legal drafting
dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting sebelum

disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan terorisme ini.
Saat ini regulasi utama yang dijadikan acuan Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Indikator ini bernrjuan untuk mengukur jumlah regulasi yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, dilihat dari seberapa banyak regulasi
penanggulangan terorisme yang berhasil di judicial reviu. Judiciol revirr tersebut

harus berdasarkan ketentuan oleh :

l) Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung;
2) Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstirusi.

Semakin sedikit jmlahjudicial revizr atas regulasi yang dikeluarkan oleh BNPT
dari target yang telah ditentukan, menunjukkan keberhasilan dalam menehasilkan

regulasi terkait penanggulangan terorisme.

Tabel 3.1 I
Indeks Judicial Reviz Regulasi Penanggulangan Terorisme

Sasaran Strategis

"1'ersedianla Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penclitian"

IKtr-7
lndeks.lutlicial Ravlr Regulasi Penanggulangan Terorisme

Tahun 2021 Renstra 2020-21)l.l

Target llcalisasi 0.6 Targct Yo tcrhadap Target

2024 Renstra

0.17 0 100 0.1 l{x)
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Berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya, realisasi lKlJ-7 lndeks Judicial
Reliri Regulasi Penanggulangan Terorisme adalah sejumlah O judicial reviu atzn
telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sejumlah 0.17
judicial reviu. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun
2020-2024 yaitu 0,l.judiciol reviu, capaian Tahun 2021 pada IKU-7 mencapai 100%.

lndeks judicial revlz regulasi penanggulangan terorisme dihitung dengan cara

membandingkan antara jumlah regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil di
judicial reviu dengan jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang
dihasilkan. Sepanjang tahun 2020, regulasi tentang penanggulangan terorisme tidak
ada gugatarjudicial reviu, baik di tingkat Mahkamah Konstitusi (terhadap Undang-
Undang) ataupun di tingkat Mahkamah Agung (terhadap peraturan dibawah Undang-
Undang).

Pada tahun 2021 Produk hukum yang berkaitan dengan penanggulangan

terorisme yang dihasilkan sebanyak 12 (dua belas) yang berupa 9 (sembilan)

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan 3 (tiga) Peraturan Kepala

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, antara lain:

l) Peraturan BNPT Nomor I Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan

Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak
Pidana Terorisme;

2) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Logo BNPT;
3) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelindungan Sarana

Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fa-silitas Publik dalam Pencegahan

Tindak Pidana Terorisme;

4) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator
Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;

5) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi,

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang

Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024;
6) Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program

Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;

7) Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
8) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di

Lingkungan BNPT;
9) Peraturan BNPT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan BNPT;

10) Peraturan Kepala BNPT Nomor l0 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan Tindak
Pidana Terorismel dan

1l) Peraturan Kepala BNPT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai

Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT;

lll -25 lii.-r.::r '.,r'. ::



:ir..,i, it: -,,:t I 12027

12) Peraturan BNPT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin dan

Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai BNPT.

Jika ditotal keseluruhan jumlah Peraturan mengenai penanggulangan terorisme
sebanyak 34 (tiga puluh empat) yang terdiri dari:

l) Undang-Undang, yang terdiri atas:

a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

2) Peraturan Pemerintah, yang terdiri atas:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak
Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum,

Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;

3) Peraturan Presiden, yang terdiri atas:

a) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Terorismel

b) Peraturan Presiden Nomor l2Tahw20l2 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme;

c) Peraturan Presiden Nomor l15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan

d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam

Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.

4) Peraturan BNPT, yang terdiri atas:

a) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik lndonesia

Nomor I Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme;

b) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme;
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Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

Nomor PER-O4/K.BNPT/Ii201 7 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Repubtik Indonesia

NOMOR PER-06/K.BNPTI[L/2017 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Terori sme ;

Peraturan BNPT Nomor I Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT
Tahtn 2020 - 2024:
Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan

Petugas Pemasyarakatan beserta Keluarga;

Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan

Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan

Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kemampuan

Aparatur dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

Peraturan BNPT Nomor I Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan

Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana

Tindak Pidana Terorisme;

Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Logo BNPT;

Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2OZl tentang Pedoman Pelindungan

Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam

Pencegahan Tindak Pidana Terorismel

Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran

Indikator Kine{a Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun

2020-2024,

Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang

Mengarah Pada Terorisme Tahun 2O2O-2O24;

Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan

Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;

0

e)

i)

c)

h)

j)

k)

r)

m)

n)

o)

p)

q)

r)
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s) Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BNPTI

t) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2

Tahun 2019 Tentang Pedorran Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT;

u) Peraturan BNPT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan BNPT;
v) Peraturan Kepala BNPT Nomor l0 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan

Tindak Pidana Terorisme; dan

w) Peraturan Kepala BNPT Nomor 1l Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT;
x) Peraturan BNPT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin dan

Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai BNPT.

Sepanjang tahun 2021 Regulasi tentang Penanggulangan Terorisme tidak ada

Eugatan Judiciol Reviu baik di tingkat Mahkamah Konstitusi (terhadap Undang-

Undang) ataupun di tingkat Mahkamah Agung (terhadap peraturan dibawah Undang-

Undang).

Adapun penilaian Indekator Kinerja Utama (IKU) tentanglndeks .Iudicial Reviu

Regulasi Penanggulangan Terorisme sebagai berikut:

l) Idcntifikasi jumlah regulasi penanggulangan terorisme yang berhasil dijudicial
reriu

2) lndetifikasi jumlah dokumen regulasi penanggulangan terorisme yang

dihasilkan

b. Sasaran Strategis 6 (556. Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri

terkait Penanggulangan Terorisme)

Sasaran Strategis 6 "Meningkatnya Jumlah Kerja Sama Luar Negeri terkait
Penanggulangan Terorisme", memiliki I (satu) IKU, yaitu Indeks Pelaksanaan Kerja

Sama Intemasional di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral.

IKU 8 : Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral

merupakan kerja sama yang dilakukan oleh BNPT dengan organisasi

penanggulangan terorisme atau sejenis yang dimiliki oleh negara luar. Kerja sama

yang dimaksud dapat berupa stalcmenllvsulat yang diusulkan Indonesia terkait
terorisme pada forum-forum intemasional melalui partisipasi aktif dan kesepakatan

kerja sama dalam forum kerja sama intemasional di bidang penanggulangan

terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta rekomendasi

kebijakan yang dihasilkan.

Indikator ini menggambarkan peran Indonesia dalam penanggulangan terorisme

melalui kesepakatan kerja sama dalam forum kerja sama intemasional di bidang
penanggulangan terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta
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rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin banyak BNPT
melakukan kerja sama dengan negara lain, maka indikator ini dapat tercapai dengan

baik.

Tabel 3.12

Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Snsrrln Strategis
"\leningkatnva,Iumlah Kerja Sirnra l-uar Negeri tcrkait l'enanggulangan

'l crorisme"
IK II.8
Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

I'ahun 2021

Target Rcalisasi tt',t

Rcnst ra l()10-102-l
Targel '1,i, tcrh:rdap Target

2021 RL'nstra

0.95 105()()

lll -29 lrL,,.,.,h r , h 1. ,

|ll、 ll

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU-8 Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar
Negeri adalah sebesar 0.9 atau telah mencapai I I l,l I % dari target Tahun 2021 yang

telah ditetapkan sebesar 0.9. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra

BNPT Tahun 2020-2024, yaitu 0.95, capaian Tahun 2021 pada IKU-8 mencapai

105Vo.

Indeks pelaksanaan kerja sama luar negeri diukur dengan cara membandingkan

pedanjian kerja sama dan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan

jumlah kerja sama dan rekomendasi kebijakan yang disepakati. Selama periode 2021,

Deputi Bidang Kerjasama lnternasional berupaya melaksanakan capaian secara

optimal. Tantangan pada tahun 2O2l rdalah anggaran dan protokol kesehatan yang

ketat. Dengan berbagai tantangan tersebut, kerjasama Bilateral telah

mengoptimalkan capaian kinerja dengan tercapainya 8 (delapan) Kesepakatan dari

target capaian kinerja 8 (delapan) Kesepakatan. Kemudian, kerja sama regional dan

multilateral telah mencapai 6 (enam) Kerjasama dari target capaian kinerja 6 (enam)

Kerjasama. Selain itu, jumlah rekomendasi kebijakan telah mencapai 8 (delapan)

rekomendasi kebijakan dari target capaian kinerja 8 (delapan) rekomendasi

kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja pada tahun

2021 adalah sebesar 10070 dengan indeks pelaksanaan kerja sama luar negeri sebesar

I (satu).

Dalam rangka memenuhi capaian indikator tersebut, telah dilakukan berbagai

kegiatan pada tahun 2021, diantaranya:

l) Penandatangan MoU dengan negara mitra yaitu Kementerian Dalam Negeri

Yordania;

2) Pelaksanaan JWG dengan negara-negara mitra yang telah memiliki kesepakatan

Kerjasama telah dilaksanakan dengan pelaksanaan Joint Working Groupke4 on
('ombating lntemational Tenorism antara lndonesia dengan Sri Lanka;

3) Analisa Perkembangan Terorisme lntemasional pada tahun 2021 yang

dilaksanakan 2 (dua) kali dengan pembagian yartu di Bali dan Jakarta;
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4) Koordinasi dan kerja sama dengan negara mitra dan lembaga lainnya pada tahun

2021 dilakukan dengan melakukan pertemuan dan koordinasi terkait isu

terorisme dan penanggulangannya. BNPT melaksanakan pertemuan dan

koordinasi dengan perwakilan unit-unit keamanan Amerika Serikat, pertemuan

Kepala BNPT dengan Wakil Presiden BKA Jerman, pertemuan bilateral dalam

bidang Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dengan Jepang, dan Dialog

Indonesia - Australia dalam pencegahan/penanggulangan ekstremisme berbasis

kekerasan. Koordinasi tersebut dilakukan dengan peftukaran informasi;
5) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi perumusan dan penandatanganan

kesepakatan kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan

Rumania dan Spanyol;

6) Pelaksanaan Konsultasi Bilateral dengan Negara mitra di Amerika dan Eropa

telah dilaksanakan dengan pelaksanaan Konsultasi Bilateral dalam bidang

penanggulangan terorisme antara lndonesia dengan lnggris;
7) Pelaksanaan Kunjungan dan Penerimaan Perwakilan negara Mitra telah

dilaksanakan dengan pelaksanaan Kunjungan Kepala BNPT ke Uni Emirat Arab

dan Penerimaan Menteri Luar Negeri lnggris;

8) Pelaksanaan Penggalangan Mitra dalam rangka pengembanganjejaring intelijen

dengan negara mitra tahun 2021 telah dilaksanakan penggalangan dengan

beberapa negara antara lain Denmark, lnggris, Belanda, Filipina, Suriah, lrak,

Australia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan;

9) Menyepakati Kerjasama Regional dengan APEC Counter Terrorism Working

Group dan ASEAN;
l0) Pelaksanaan Kerja Sama Regional Kegiatan terkait Rencana Aksi Nasional

Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE);

I l) Menyepakati Kerja Sama Multilateral pada Kegiatan forum Multilateral, antara

lain:

a) C.apacity Ruilding Event ()hild-Friendly Individual AssessmentJbr ('hildren

Associaled with Terrorist and Violent Extremist Group,3-5 Februari 2021 ;

b) The Online Event "/SIS l,'ilas ktunch: Establishing a System of Meaning

through /SIS Education, Bogot,25 Februari 2021;

c) Launching STRIVE JtIVF:Nll,E: Preventing and Responding to Violence

Against ('hildren by Terorisr and yiolent Extremist Group di Jakafia,29

Maret 202 I ;

d) Launching Hedaltah Capaciry Building Pha,se Il, Jakarta, I April 2021;

e) Pertemuan Analisis Siluasi terkait Program STRIVE JIJVENILE di
Indonesia, Bogor, 5-9 April2O2l;

f) Lokakarya Peningkatan Kapasitas: Penilaian lndvidu Ramah Anak Pada

Anak- Anak yang Terkait dengan Kelompok-Kelompok Teroris dan

Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Bogor, Jawa Barat,3-5 Februari 2021;

g) GCT'I' Exploratory Dialogue mengenai Raciolly or Ethnicall!- Motivated VE

( Rl, M Y li ), 2 t Apil 202 | ;

h) Strategic Meeting on (7'('ooperatin with Interpol,2l April202l:,

$-:I)1.,r:,i-,j:
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i) ('oordination Meeting UNODC ASEAN PICVE Nctworks and updates

STRIVE ASIA, 7 Mei 202;
j) Hedayah Support Committe Meeting, 17 Mei 2021;
k) National Streering (:ommittee : Indonesia (STRIVE Juvenile),25 Mei 2021;
l) I I th International Steering Boanl Meeting, 'l Juni 2021 ;
m) The 5th Indonesia-European (lnion Joint Committee,22 Juni 2021;

n) Kick Off Meeringfor EU-PI('VE Acrit,i\, Planfor Indonesia and the Region
2021- 202 2, Bali, 5 Juli 2021;

o) I'he Online Needs Assessment Round/able: Supporting l.-amilies in CVE
Phase II, l5 Juli 2021;

p) llorkshop lmplementasi EI I Actit,ity I'lon tentang NPO, 22-23 Juli 2021;
q) Roundtable Meeting Serics BNPT dan EU terkoit Penyusunon Standard

Minimum Rules, 2 Agustus 2021;
r) Program EU CT-PCVE Actit,ity Plan series 202 I ;
s) ('apacity Building Training: Supporting Families in CVE 2nd Training,6-

9 September 2021;

t) I|/orl<:hop on Applying Administrative Measures within a Counter

lbrrorism Context and Rule of Lau, Framewor*, l-14 Oktober 2021;

u) Global Security Fonm (GSI;) by Soufan Centre, 12-14 Oktober 2O2l;
v) Training workshopfor Frontline (fficers-()NOD{', 26 Oktober 2021;
w) Guyub Project Progromme Steering Commiltee, 26 Oktober 2021;

x) ('oordination Meeting BNPT, Kemlu dan UN Peace Hub, 2'7 Oktober
2021;

y) Pertemuan dengan Hedayah, Abu Dhabi PEA, 28 Oktober-3 November

2021:'

z) I'he 6th Indonesia-European {lniu1 SeLltitt* Policy Dialogte, l0 November

2021:
aa) RrieJing on UNO('T's Vulnerable l'drgels Protection Programme and

Possible Collaboralion within ASEAN's SOMT(l Framcwort, [0 November
2021:

bb) l:I/ Strive Global Program ('ompletion, l0-11November2021;
cc) The Briefing on the Global l-'ramework on Returnees from Svria, Iraq, and

I'hird Countries, 15 November 2021 ;

dd) Diskusi Roundtable mengenai Penguatan Manajemen serta Pengawasan dan

Pembinaan Berbasis Masyarakat terhadap Terpidana Teroris di Indonesia,

24 November 202 l;
ee) Support Commitrce Meeting Hedayah,24 November 2021;

ff) Pertemuan dengan Monitoring Team Komite 1267 PBB, 29 November

2021l'
gg) ('T( Open Briefing on South Asia and South East l,!ia, 30 November 2021;
hh) T'raining Workshop on Justice Jbr Children in the ('ontext of Counter-

Tbrrorism in Indonesia,30 November-2 Desember 2021 I

ti) Speaker pada Democracy Summit Side Event SI-'C(i, 7 Desember 2021;
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jj) Regional Etperl Meeling on Slrcnglhening Regional ('ooperation to Screen,

Prosecute, Rehabilitate and Reintegrate Foreign T'errorist Fighters and
their Family Menbers, including Local Afiliates,8 Desember202l;

kk) l2th Internalional Steering Board Meeting, l3Desember202l;
ll) Roundtable l)i.tcussion on Benefits and (hallenges of a Human Security

Approach ro ('VE - ( INODC, l5 Desember 2021 ;

mm) The lst Meetingof the Scientific Advisory (.ommilte,l6 Desember 2021.

12) Pelaksanaan Kerja Sama Multilateral dengan lndonesia on Knowledge Hub on

Counler Terrorism and Violenl Extremism dan (lommission on Crime

Prel,ention and ('riminol Justice (CCPCJ);

13) Rekomendasi kebijakan dokumen pengajuan lzin Prakarsa Aksesi Konvensi IPP

dan Konvensi Hostages;

14) Rekomendasi kebijakan terkait Penanggulangan Pendanaan Terorisme seperti

pada Aspek FinTech dan Mrn I'rofit Organizatio, (NPO);

l5) Rekomendasi kebijakan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
(DTTOT) terkait Organisasi Papua Merdeka,/Kelompok Kriminal Bersenjata
(OPI{/KKB) Papua;

16) Rekomendasi kebijakan dari Operasional Tim Penanggulangan Pendanaan

Terorisme BNPT;
i7) Rekomendasi kebijakan berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang

Pelindungan WNI di Luar Negeri dari tindak pidana terorisme;

l8) Anatisa perkembangan terorisme berbasis operasionalisasi kontra-intelijen
melahi human intclligence, dan open source intelligenca dalam rangka

pelindungan WNI yang menghasilkan satu rekomendasi kebijakan;

19) Satu rekomendasi kebijakan tentang mekanisme koordinasi antar K,/L terkait
perlindungan WNI di luar negeri dari tindak pidana terorisme;

20) Analisa perkembangan terorisme berbasis operasionalisasi kontra-intelijen

melalui human intelligence, dan open source intelligence dalam rangka

pelindungan kepentingan nasional yang menghasilkan satu rekomendasi

kebijakan.

Hal-hal yang yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program kegiatan dan

keberhasilan dalam sasaran strategis ini antara lain sebagai berikut:

l) Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia

Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia mendorong dikeluarkannya kebij akan

untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak atau

berkerumun dan rnenghentikan perjalanan ke luar negeri.

2) Kondisi Pandemi Covid-19 yang dialami negara lain

Kondisi Pandemi Covid-19 yang dialami negara lain telah membuat rencana

kegiatan pertemuan dengan negara lain mengalami penundaan.

3) Kondisi Domestik Negara Mitra
Beberapa negara mitra mengalami kondisi yang kurang kondusifbaik secara

sosial, politik, maupun keamanan, sehingga secara tidak langsung menghambat

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

 ヽ・
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C Sasaran Strategis 7(SS7. Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang
Berhasil Diungkap)

Sasaran Strategis 7 "Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil

Diungkap", memiliki I (satu) IKU, yaitu Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil

Diungkap.

IKU 9 : Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap
Jaringan terorisme merupakan sekumpulan organisasi atau kelompok radikal

terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang

saling terhubung.

Tabel 3. l3
Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap

Sasa ran Slrirtegis

"\lcningkutnr:r .lunrlah ,laringun 
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Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU-9 Jumlah Jaringan Terorisme yang

Berhasil Diungkap adalah sejumlah 2 jaringan atau telah mencapai 1000/o dari target

Tahun 202t yang telah ditetapkan sejumlah 2 jaringan. Sedangkan apabila

dibandingkan dengan target Renstra BNPT T ahun 2020-2024, yaitu 5 jaringan,

capaian Tahun 2020 ( I jaringan) dan 2O2l (2 jaringan) menc apai 600/o pada IKU-9.
Jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap dihitung dengan cara

mengidentifikasi jaringan terorisme yang berhasil diungkap. Berdasarkan dengan

Perban Nomor4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama

(IKU) BNPT Tahlun2O20 - 2024, discbutkan bahwa pengampu utama dalam capaian

Sasaran Strategis 7, yaitu Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap adalah

Direktorat Pencegahan dan Direktorat Penindakan. Pada Direktorat Penindakan

sendiri sasaran strategis ini diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK), yaitu

tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat & dapat reliabel.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ialah jumlah operasi intelijen
jaringan terorisme yang diberikan tepat waktu dan terpercaya, dengan target sebesar

105 laporan. Dari 105 laporan ini dibagi ke dalam 2 subdirektorat, Subdirektorat

Intelijen yang bertanggung jawab untuk mencapai 96 laporan dan Subdirektorat

Teknologi Informasi yang bertanggung jawab untuk mencapai 9 laporan.

Selama tahun 2021, kedua subdirektorat dimaksud telah menjalankan masing-
masing capaiannya. Subdirektorat Intelijen dengan 96 laporan. Adapun rincian
laporan yang berhasil disusun sebagai berikut:

lll -33 lr,IL,rI,r, i,,r! ( ,i',r,
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l) Ops. Penggalangan Intelijeu
a) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Aceh (Februari 2021);
b) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di WilayahD.I. Yogyakarta (Maret

2021);

c) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Banten (Maret 202 I );
d) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Jawa Barat (April

2021);

e) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Papua (Mei 2021);

f) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Papua (Juni 2021);
g) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah (Juli

2021);

h) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Banten (Agustus 202 I );
i) Laporan Operasi Penggalangan Intelijen di Wilayah Kalimantan Timur

(September 202 t ).

2) Ops. Penggalangan Intelijen Khusus:
a) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Bali (Februari

2021);

b) Laporan Operasi lntelijen Penindakan Khusus di Wilayah Lampung (Maret

2o2t);
c) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Sulawesi Selatan

(Maret 2021);

d) Laporan Operasi lntelijen Penindakan Khusus di Wilayah Aceh (Maret

202r);
e) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Kalimantan

Timur (Maret 202 I );
f) Laporan Operasi lntelijen Penindakan Khusus di Wilayah Sulawesi Utara

(Maret 2021);

g) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Timur
(Maret 2021);

h) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat (April
2o2t);

i) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah NTT (April
2021\;

j) Laporan Operasi lntelijen terhadap Tokoh Masyarakat & Organisasi di
Wilayah Sulawesi Tengah (April 202 1);

k) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Barat (Mei

2021);

l) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Tengah

(Mei 2021);

m) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Jawa Timur (Mei

2O2l)t
n) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Kalimantan

Timur (Juni 202 I );

lll -34 lr.r,'r,,r I i,:, t, ' ;
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o) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Sumatera Barat
(Juni 2021);

p) Laporan Operasi lntelijen Penindakan Khusus di Wilayah NTB (Juli 2021);
q) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Maluku (Juli

2021):

r) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Sulawesi Selatan

(Agustus 2021);

s) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Bali (Agustus

2O2t);

t) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Sumatera Utara
(September 2021)

u) Laporan Operasi Intelijen Penindakan Khusus di Wilayah Riau (September

2021).

3) Ops. Binjar Wilayah Sumatera:
a) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring lntelijen Aceh (Februari 2021);

b) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Sumatera Utara (Maret 2021);

c) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Riau (April 2021);

d) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Sumatera Selatan (Mei 2021);

e) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Bengkulu (Juni 2021 );
f) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Lampung (Juli 2021);

g) Laporan Ops. Pembinaan Jejaring Intelijen Sumatera Selatan (Agusos

2021).

4) Ops. Binjar DI(I Jakarta, Jabar, Banten:
a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring lntelijen di Wilayah Jawa Barat

(Februari 202 I );
b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Barat

(Maret 2021);

c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Banten (April
2021);

d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Banten (Mei

2021);

e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Banten (Juni

2021);

f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah DKI Jakarta (Juli

2021);
g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah DKI Jakarta

(Agustus 2021);

h) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah DKI Jakarta

(September 2021).

5) Ops. Binjar Jawa Tengah dan Jawa Timur:
a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah

(Februari 2l);

lll - 35 l/
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b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah

(Maret 2021);

c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah

(April 2021);

d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Tengah

(Mei 2021);

e) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Juni

2O2t):

f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur (Juli

2O2r);

g) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur
(Agustus 2021);

h) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Jawa Timur
(September 2021).

6) Ops. Binjar Bali, Nusa Tenggara Bara! dan Nusa Tenggara Timur:
a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah NTB (Maret

2O2t);

b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah NTT (Mei 2021);

c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Bali (Agustus

2021).

7) Ops. Binjar Kalimantan dan Perbatasan:

a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan
Selatan (Februari 202 t);

b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Utara

(Maret 2021);

c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan Barat

(Mei 2021);

d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Kalimantan
Timur (Agustus 2021 ).

8) Ops. Sulawesi dan Maluku:
a) Laporan Operasi Pernbinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah

(Februari 2021);

b) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah

(April 2021);

c) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah

(Mei 2021);

d) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah

(Juni 2021);

e) Laporan Opemsi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah

(Juli 2021);

f) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring Intelijen di Wilayah Sulawesi Tengah

(Agustus 2021).
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9) Ops. Tim Penanggulangaa Foreign Tetorist Fighlerc (FTF):
a) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah NTB (Februari

202t);
b) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Lampung (Maret

2021):

c) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Jawa Timur (April
2021);

d) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Jawa Barat (Juni

2021);

e) Laporan Operasi Tim Penanggulangan FTF di Wilayah Banten (September

2021).

l0) Ops. Satgas Penindakan:
a) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarta (Februari

2021);

b) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Banten (Februari 2021);

c) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (Februari

2021):

d) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (Februari

2021);

e) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Tengah (Februari

202t):
f) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Selatan (Februari-

Maret 202 I )t
g) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarta (Maret-April

202r);
h) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Barat (April 2021);

i) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (April 2021);

j) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Selatan (April
2021):

k) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Tengah (April-
Mei 202 I );

l) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah DKI Jakarta (Juni 2021);

m) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (Juni 2021);

n) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (Juni 2021);

o) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Tengah (Juni-Juli

2021):
p) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Selatan (Juni

2021);
q) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Banten (September 2021);

r) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Sulawesi Tengah

(September 2021);

s) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Tengah (September

202r):
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1) Laporan Operasi Satgas Penindakan di Wilayah Jawa Timur (September

2021).

I I) Analisis dan Prediksi Ancaman Terorisme:
a) Laporan Analisis & Prediksi Ancaman Terorisme Menjelang ldul Fitri;
b) Laporan Analisis & Prediksi Ancaman Terorisme Menjelang Kemerdekaan

RI ke-76;

c) Laporan Analisis & Prediksi Ancaman Terorisme Menjelang
Penyelenggaraan PON;

d) Laporan Analisis & Prediksi Ancaman Terorisme Menjelang

Penyelenggaraan World Superbike Championship 2021 di Mandalika;
e) Laporan Analisis & Prediksi Ancaman Terorisme Menjelang Natal 2021 &

Tahun Baru 2022

Adapun Subdirektorat Teknologi [nformasi memiliki capaian kinerja sebanyak

9 laporan. Adapun rincian laporan yang berhasil disusun sebagai berikut:

l) Ops. Rekrut Binjar Bidang TI:
a) Laporan Operasi Pembinaan Jejaring/Agen Bidang TI dengan Ditjen Aptika

Kominfo di Wilayah Jakarta (Maret 202 l);
b) Laporan Ops. Rekrut dan Pembinaan Jejaring/Agen Intelijen Bidang TI

dengan Ditjen Dukcapil & Ditjen Imigrasi di Wilayah DKI Jakarta (April
2021);

c) Laporan Ops. Rekrut dan Pembinaan Jejaring/Agen Intelijen Bidang TI di
Wilayah D.I. Yogyakarta (Agustus 202 I ).

2) Ops. Intelijen Pengumpulan Data Bidang TI:
a) Laporan Operasi Intelijen Pengumpulan Data-Data Terorisme Bidang TI

dengan Ditjen PPI Kominfo di Wilayah Jakarta (April 2021);

b) Laporan Operasi Intelijen Pengumpulan Data-Data Terorisme Bidang TI
dengan Korlantas di Wilayah Jakarta (September 2021).

3) Laporan Khusus:
a) Laporan Hasil Analisis BNPT Film Dokumenter Memoar Dakwah & Jihad

Abu Muhammad Jibriel;
b) Laporan Khusus Analisis terkait Temuan Petisi Bubarkan BNPT di Situs

change.org;

c) Laporan Khusus Analisis Media Sosial Poso I I Mei 2021;

d) Laporan Resensi Film Jejak Khilafah di Nusantara Jilid II.

d. Sasaran Strategis 8(SS8. Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi
Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 8 "Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman

Maupun Tindak Pidana Terorisme", memiliki I (satu) IKU, yaitu Indeks

Kesiapsiagaan Nasional. Indeks kesiapsiagaan nasional terdiri dari indeks kesadaran

masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme, indeks kesiapan aparat

pemerintah, dan indeks kesiapan sarana dan prasarana.
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IKU l0 : Indeks Kesiapsirgaan Nasional
Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk

mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana,

terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional dilakukan
melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan

dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan

wilayah rawan paham radikal terorisme.

Indeks kesiapsiagaan nasional diukur melalui rata-rata indeks kesadaran

masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme, indeks kesiapan aparat

pemerintah, dan indeks kesiapan sarana dan prasarana. Berdasarkan PP no 77 Tahun

2019 bahwa salah satu tugas yang harus diemban oleh BNPT adalah penyiapan

kesiapsiagaan nasional, artinya bahwa BNPT berperan menyiapkan seluruh potensi

yang ada dalam rangka upaya penanggulangan terorisme. Kegiatan kesiapsiagaan

dan penanganan krisis ini menjadi upaya memperkuat kohesivitas antar satuan dalam

mencegah ancaman terorisme. Dalam rangka penyiapan kesiapsiagaan nasional

diperlukan sebuah tool yangdapat mengukur tingkat kesiapan dari aparatur. Aparatur
yang dimaksud adalah Kementerian dan kmbaga termasuk Kepolisian Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia.

Tabel 3.14

Indeks K91i1pan Aparat Pemerintah

Stsrrran Strategis

"lleningkatnl a Kesiapan .\parlt Pemerintah \lcngantisipasi 'l ind:rk

Pidanu 'l-erorisme"

tKti-10
lndeks Kesiapan Apa rat Pemerintah

'l ahun 2021

J alset l{ealisasi

Ilcnstra l0l0-l0l"l
Targcl 9o terhadap Tlrget
101,1 Renstra

0.E I(X)(). s (t.ti
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Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU Indeks Kesiapan Aparat Pemerintah

adalah sebesar 0.8 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah

ditetapkan sebesar 0.8. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra

BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.8, capaian Tahun 2021 pada IKU-10 mencapai

l00o/o.

Peningkatan kemampuan aparatur merupakan salah satu upaya untuk

mempersiapkan Kesiapsiagaan Nasional dalam penanggulangan terorisme. Mereka

perlu ditingkatkan, dibina &n dilatih kemampuannya secara terus menerus karena

mereka memiliki kemampuan, wewenang, dan tanggung jawab dalam

mempertahankan keamanan nasional. Kemudian dilakukan pelatihan dalam rangka

peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan pelaksana penanggulangan terorisme serta

untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang terlibat, sehingga ketika terjadi

kejadian yang tersebut, masing - masing pihak sudah siap dan paham dengan
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perannya masing - masing harus mengambil langkah apa, kapan dan dimana.

Pelatihan juga diperlukan untuk memastikan sejauh apa ketersediaan sumber daya
yang dimiliki pemerintah untuk rnenghadapi serangan terorisme jika sewaktu-waktu
terjadi. Ketersediaan sumber daya yang memadai menandakan tingkat kesiapan

pemerintah, kemeterian dan lembaga yang terlibat langsung dalam menghadapi

serangan terorisme.

Dalam Rencana Strategis BNPT 2020 - 2024 pengukuran kesiapan aparatur
pemerintah diterjemahkan dalam indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Target
kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk

dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja BNPT digambarkan dengan

indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap

sasaran strategis BNPT. Terdapat l5 IKSS yang menjadi target kinerja BNPT dan

salah satunya adalah Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah.

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, telah disusun mekanisme pedoman

pen),usunan terkait pengukuran kesiapan aparatur pemerintah. Adapun hasil
pengukuran tersebut adalah nilai indeks kesiapan aparatur pemerintah (IKAP). IKAP
tersebut juga merupakan salah satu capaian yang diamanatkan dalam Peraturan

BNPT Nomor I tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT tahun 2020 - 2024.
Pada tahun 2021, pengukuran IKAP dilaksanakan di beberapa wilayah di

Indonesia, diantaranya Purwokerto, Medan, Bandung, Lampung, Batam, Semarang

dan Jakarta. Di wilayah tersebut juga dilaksanakan beberapa kegiatan peningkatan

kemampuan aparatur seperti pelatihan kepada petugas lapas, pelatihan terkait aksi

terorisme yang menggunakan unsur KBRN (Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir)
serta beberapa kegiatan pelatihan lainnya.

Parameter dalam pengukuran indeks kesiapan aparatur pemerintah tersebut

diantaranya ( I ) kesiapan kornpetensi aparatur pemerintah yang meliputi pengetahuan

(cognitive domain), sikap dan perrlaku (affective dontain) serta keterampilan

(psychomotor domain) dalam penanggulangan terorisme dan (2) kesiapan kapasitas

yang meliputi sistem dan budaya organisasi untuk mendukung aparatur pemerintah

dalam penanggulangan terorisme.

Berdasarkan Peraturan BNPT No I Tahun 2020 tentang Renstra BNPT tahun

2O2O -2024 danPerjanjian Kinerja Tahun 2021, Direktorat Pembinaan Kemampuan

memiliki sasaran kegiatan yaitu salah satunya adalah meningkatnya kesiapsiagaan

aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme dengan indikator kinerja
sasaran kegiatan (IKSK) yaitu Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah (IKAP) dengan

nilai 0,8 (indeks 0 - l). Selanjutnya indikator ters€but, diturunkan secara

implementasi ke unit kerja eselon 3 yaitu pada Subdit Pengembangan Sistem Operasi

dan Subdit Pelatihan.

Hasil indeks kesiapan aparatur pemerintah khususnya tahun 2021, mencapai

nilai 0,82 dengan tingkat kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,82 (nol koma delapan

dua) tersebut merupakan nilai rata - rata indeks per wilayah yang menjadi lokus

dalam pengukuran IKAP 2021, diantaranya wilayah Purwokerto dengan nilai 0,85

(nol koma delapan dua), wilayah Medan dengan nilai 0,8 (nol koma delapan),

wilayah Lampung dengan nilai 0,84 (nol koma delapan empat), wilayah Bandung

l - tlo lr I . ,r- .. ,,
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dengan nilai 0,78 (nol koma tujuh delapan), wilayah Batam dengan nilai 0,82 (nol

koma dclapan dua), wilayah Semarang dcngan nilai 0,85 (nol koma delapan lima)
dan wilayah Jakarta dengan nilai 0,79 (nol korna tujuh sembilan).

Dari total keseluruhan aparatur pcmerintah yang menjadi rcsponden dengan
jumlah 4l I (empat ratus sebelas) respondcn, didapatkan data yakni sebanyak I (satu)

respondcn dalam kategori kurang siap.35 (tiga puluh lima) respondcn dalam kategori

cukup siap, 198 (seratus sembilan puluh delapan) responden dalam kategori siap dan

177 (seratus tujuh puluh tujuh) respondcn dalam kategori sangat siap.

Adapun capaian indeks yang didapatkan melalui implementasi program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pcmbinaan Kemampuan tahun 2021

yaihr scjumlah 0,82 (tingak konversi "Siap") . dapat dirinci sebagai benkut dan

laporan sccara teklis terpisah dari lapor.

Gambar 3.2 Infografis Indeks Kcsiapan Aparatur Pemerintah Tahun 2021

Sclanjutnya, berdasarkan Peraturan BNPT Nomor I Tahun 2020 tentang Renstra

BNPT tahun 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 , Direktorat Pembinaan

Kemampuan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dimana salah satunya adalah

Meningkatnya kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku.

Capaian sasaran kegiatan tersebut kcmudian diukur melalui Indikator Kinerja

Sasaran Kcgiatan (IKSK) berupa rasio penggunaan kekuatan tcrhadap kebutuhan

scsuai tingkat ancaman dengan nilai 607ir.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran kegiatan terscbut, Subdirektorat

Penggunaan Kekuatan memiliki komponcn yang harus dicapai yakni melaksanakan

koordinasi dalam penggunaan kekuatan tcrkait tindak pidana terorismc sebanyak 4

kegiatan. Pada tahun 2021 Subdit Penggunaan Kekuatan telah melaksanakan 3

kegiatan utama serta 3 kegiatan pendukung. Untuk 3 kegiatan utama berfokus pada

peningkatan kemampuan dan kompetcnsi aparatur di Kota Mataram, Makassar. dan

Surabaya. Scdangkan untuk kegiatan pcndukung berlokus pada koordinasi antar
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aparatur dalam rangka penanganan aksi terorisme di Kota Makassar, wilayah Papua,

serta wilayah Lampung. Khusus mengenai 3 kegiatan pendukung dihirung dalam
satuan output menjadi I kegiatan utama, sehingga total kegiatan yang telah

dilaksanakan adalah 4 Kegiatan Utama.

Dengan dilaksanakannya 4 kegiatan yang sebagai indikator capaian komponen,
maka Subdit Penggunaan Kekuatan telah mendukung pencapaian IKSK sebesar 600lo

yang merupakan rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai ancaman.

Adapun dasar capaian penghitungan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

BNPT Tahun 2020 - 2024 yang menjadi salah satu panduan dalam mengukur
pencapaian organisasi di lingkungan BNPT, Direktorat Pembinaan Kemampuan

memiliki 2 Sasaran Kegiatan (SK), yakni :

l) Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana

terorisme (capaian SK ini diukur melalui Indeks Kesiapan Aparatur);

2) Meningkatnya kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku

(capaian SK ini diukur melalui Rasio Penggunaan Kekuatan Terhadap

Kebutuhan sesuai Tingkat Ancaman).

Aturan tersebut kemudian diturunkan kedalam Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun

2021 Tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun

2020 - 2024. Dalam pengukuran Rasio Penggunaan Kekuatan Terhadap Kebutuhan

Sesuai Tingkat Ancaman, formulasi cara perhitungan yang digunakan adalah sebagai

berikut :

l) Identifikasi penggunaan kekuatan (umlah personel) dari masing- masing

kegiatan penanggulangan terorisme (a)

2) Identifikasi kebutuhan kekuatan (umlah personel) dari masing-masing kegiatan

penanggulangan terorisme (b)

3) Hitung rasio dengan rumus: o/b xl\OYo

Penyesuaian jumlah kebutuhan personel pusat dan wilayah dalam

penanggulangan teror dilakukan oleh Subdit Penggunaan Kekuatan kemudian

dilakukan mengingat besamya jumlah personel di pusat dan wilayah dalam

penanggulangan teror. Hal ini didasarkan pada data sebagai berikut :

l) Kekuatan Polri dalam Kontijensi Terorisme 2021 :

a) Mabes Polri : 1.247 Personel

b) Polda Seluruh Indonesia: 33.698 Personel

c) Brimob Seluruh Indonesia:2.333 Personel

2) Kekuatan TNI pada Rencana Kontijensi TNI dalam Operasi Mengatasi Teror
2021 :

a) Kogabwilhan I : 3.1 I t

b) Kogabwilhan II : 3.200

c) Kogabwilhan III :2.685

Dalam mengukur rasio penggunaan kekuatan, Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan melihat bahwa BNPT bekerja
pada level kebijakan dan strategi di bidang penanggulangan terorisme. fserudi
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dengan Pasal 4j huruf (a) dan huruf (b) (lU Nomor 5 Tahun 2018 tenrang

Pemberantasan Tindak Pidana Terurisme).

Untuk menjawab hal tersebut, perlu dilakukan kesesuaian antara Sasaran

Kegiatan Direktorat dengan UU Nomor 5 Tahun 2018. Secara umum, piramida level
koordinasi penanggulangan terorisme digambarkan sebagai berikut :

.ぶ薫
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Gambar 3.3 Piramida Level Koordinasi Subdit Penggunaan Kekuatan T.A. 2021

Piramida level koordinasi penanggulangan terorisme tersebut dilaksanakan oleh

Subdit Penggunaan Kekuatan agar diperoleh rasio penggunaan kekuatan terhadap

kebutuhan sesuai tingkat ancaman. Rasio tersebut diperoleh melalui koordinasi

dengan personel TNI, POLRI dan lnstansi Terkait yang diselenggarakan melalui

Subdit Penggunaan Kekuatan.

Sesuai dengan Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 - 2024, disebutkan bahwa

pada tahun 2021 target rasio penggunaan kekuatan yang harus dicapai adalah sebesar

607o. Dengan demikian, berdasarkan rumusan perhitungan rasio penggunaan

kekuatan yang terdapat dalam Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun 2020 - 2024,

maka rumusan capaian rasio penggunaan kekuatan yang digunakan adalah sebagai

berikut:

503/838χ 100ツ6=600/6

503 = Personel yang terlibat dalam Pemberdayaan & Pengerahan Kekuatan pada

tahun 2021

838: Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam
Penanggulangan Teror

Adapun jumlah penghitungan 838 personel yang terlibat dalam penanganan aksi

terorisme (Unsur Pimpinan dan Operasional) didasarkan atas penghitungan sebagai

berikut :
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Tabc1 3.15

Matiks Jumlah Kcbutuhan Kchatan Pcsmel Pusat dan Wilayahあ lam
Pcnanggulangan Teror Tahun 2021

No Instansi Jurnlah
Penionil

343
t05

170

68

325

40
2

Koopssus 35

Kogab、vilhan

1/11/111

250

Polri
Mabes Polri

Polda

Brimob

TNI
Mabcs TNl

K/L/D/1

K」
′L Pusat

Kesbangpol
Provinsi
Bakamla

DitJCn

lnligrasi

BNPT

Pimpinan
Operasional
Analis
Total

Keterangan

Merupakan unsur pimpinan (2 personel) . staf
pimpinan (5 I orang) . dan pclaksana pusat (52
orang) dalam Kekuatan Polri untuk Tangani
Kontijensi T erorisme
Tcrdapat 34 Polda dan masirrg masing Polda
scbanyak 5 pcrsonel pada unsur pimpinan
(Kapolda, Biro Ops, Ditintclkam, Ditreskrimsus,
dan Ditbinmas)
Terdapat 34 Satbrimob yang terlibal dalam
Penanganan Kontijensi Polri dan menghitung 2

unsur pimpinan (Dansatbrirnob & Opsbrimob)

Merupakan unsur Pimpinan (2 personel). Staf
(Khusus 8 personel, Operasional 6 personel. lntcl
6 personel, Logistik 4 personel ) & Puskodal ( l4
personel).
Merupakan unsur pimpinan (2 personel) , staf
(Khusus 3 personel, Operasional 4 personel, Intcl
4 personel, Logistik 2 personel) dan unit teknis (20
personel)
Merupakan unsur pimpinan (20 personel) . staf
(Khusus 4 personcl, Operasional l5 personel, Intel
8 pcrsonel, Logistik 3 personcl) dan unit teknis
(200 personel)

Terdiri Atas unsur Pimpinan Lembaga, 2 orang
Deputi & 2 orang Direktur pada

Kemenkopolhukarn, Kemendagri,
Kemenkumham, Bakamla, Kemenhub dan

Kemenkeu
Terdiri atas 34 Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
di Seluruh Indoncsia
Terdiri atas 3 Kcpala Kamla Zona Maritim Barat,
Zona Maritim Tengah, dan Zona Maritim Barat
Terdiri atas 33 Kadiv Imigrasi

Terdiri atas unsur Kepala BNPT, 2 Deputi & 2

Direktur

3 95

25

34

33

75

5

30

40
838

4
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Setelah melaksanakan 3 kegiatan utama serta 3 kegiatan p€ndukung di tahun

202 I , total jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kemampuan
serta koordinasi pengerahan kekuatan adalah 420 personel. Kegiatan Penguatan

Kapasitas Personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait dalam Rangka Mendukung
Penanggulangan Terorisme di Kota Mataram, Kota Makassar, dan Kota Surabaya

melibatkan 345 Personel. Untuk kegiatan koordinasi Pengerahan Kekuatan Personel

TNI, POLRI dan Instansi Terkait dalam rangka Penanganan Aksi Terorisme Tahun

2021 di wilayah Sulawesi Selatan, Papua, dan Lampung, T5 personel. Berdasarkan

perhitungan tersebut, maka hasil akhir penghitungan rasio penggunaan kekuatan

terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman adalah sebagai berikut :

42O /838 xl00Yo = 50,12o/o

420 = Jumlah Penyesuaian Personel yang terlibat dalam Pemberdayaan &
Pengerahan Kekuatan Tahun 2021

838 : Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam
Penanggulangan Teror

Adapun untuk rincian pada levelling personel adalah unsur kebijakan yang

te ibat sebanyak 20 personel, unsur strategis sebanyak 225 personel, serta unsur

operasional sebanyak 175 personel. Berdasarkan jumlah tersebut, maka secara

persentase, digambarkan sebagai berikut :

. Kebiiakan . Strategis . Operasional

Gambar 3.4 Personel yang terlibat dalam Koordinasi Penggunaan Kekuatan sesuai

Tingkat Ancaman T.A. 2O2l

Ketercapaian rasio penggunaan kekuatan sebesar 50,12 % didasarkan pada

kemampuan anggaran setelah dilakukan refocusing pada tahun 2021. Sebagai

perbandingan, pada tahun 2020 anggaran Subdit Penggunaan Kekuatan sebesar Rp

2.501 .600.000,- dengan capa.ian rasio penggunaan kekuatan sebesar 50%o. Pada tahun

202 I , anggaran subdireklorat penggunaan kekuatan turun sebesar Rp 765.041 .000,-

menjadi Rp 1.736.559.000,- (turun sebesar 30% dibanding tahun 2020). Dengan

adanya penurunan anggaran tersebut, maka Subdirektorat Penggunaan Kekuatan
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tetap berupaya dalam mencapai sasaran kegiatan melalui penganggaran yang

dijalankan dengan prinsip efektif, efisien, serta penuh kehati - hatian. Dengan

menjalankan prinsip tersebut, Subdit Penggunaan Kekuatan juga telah mencapai

Rasio Penggunaan Kekuatan sebesar 50o%, atau hampir menyamai capaian rasio pada

tahun 2020.

Berdasarkan persentase sebagaimana terlampir, capaian terbesar juga telah
menyasar pada level strategis (53%). Hal ini menunjukkan bahwa BNPT yang

bekerja sebagai lembaga koordinator pada level strategis telah berjalan sesuai dengan

koridor hukum yang ada. Pada tahun 2021, Direktorat Pembinaan Kemampuan

melakukan penyesuaian dengan memasukkan unsur pelaksana yang terlibat dalam

koordinasi pengguna.an kekuatan dalam perhitungan rasio penggunaan kekuatan.

Memasukkan unsur pelaksana di Direktorat Pembinaan

Kemampuan dalam perhitungan capaian rasio penggunaan kekuatan juga tanpa

alasan dengan mempertimbangkan 3 hal utama, yakni :

l) Unsur pelaksana menjalankan fungsi koordinasi dalam kaitannya dengan

penanggulangan terorisme. Tanpa adanya unsur pelaksana, maka fungsi

koordinasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya;

2) Dalam menjalankan fungsi koordinasi, unsur pelaksana tetap harus

menggunakan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi;

3) Unsur pelaksana kegiatan berada pada 3 level yang telah disebutkan

sebelumnya, yakni kebijakan, strategi, serta operasional sehingga memasukkan

unsur pelaksana masih sesuai dengan levalling yang tersedia.

Sasaran Strategis 9(SS9. Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana
Terorisme Terjadi)

Sasaran Strategis 9 "Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana

Terorisme Terjadi", memiliki I (satu) IKU, yaitu Waktu Maksimum Pengembalian

Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme.

IKU I I : Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak
Pidana Terorisme

Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif merepresentasikan kecepatan

dan ketepatan reaksi pasca te{adinya tindak pidana terorisme. Indikator ini dilakukan
dengan melaksanakan operasi satgas penindakan dalam rangka pengumpulan alat

bukti. Operasi dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan

antara informasi, data, dan keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari

kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar

rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan

dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang

direncanakan oleh jaringan terorisme. Selain berfokus pada pencegahan serangan

teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada

saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum.

BNPT telah terlibat dalam pengembalian situasi kondusif dari serangan teror yang

terjadi sepanjang Tahun 2021 berikut ini:
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1) Kontak Tembak Anggota TNI AD dengan MIT di Pegunungan Andole, Desa

Tambrana, Kabupaten Poso pada tanggal 0l Maret 2021 dengan waktu 13 jam;
2) Kontak Tembak Anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah dengan MIT di Desa

Gayatri, Kabupaten Poso pada tanggal 03 Maret 2021 dengan wako l0 jam;
3) Ledakan Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan

pada tanggal 28 Maret 2021 dengan waktu 6jam;
4) Penyerangan Zakiah Zaini ke Mabes Polri pada tanggal 3l Maret 2021 dengan

wakru 6 jam;

5) Pembunuhan kepa& Warga Sipil oleh MIT di Pegunungan Phou, Desa

Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada

tanggal ll Mei 2021dengan wako 15 jam;

6) Kontak Tembak Polri dengan MIT, Pegunungan Tokasa, Kelurahan Tanah

Lanto, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada

tanggal I I Juli 2021 dengan waktu l0 jam;

7) Kontak Tembak Polri dengan MIT di Desa Tanah Lanto, Torue Parigi

Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada tanggal

17 Juli 2021 dengan waktu 9 jam;

8) Kontak Tembak di Pegunungan Desa Astina" Kecamatan Torue, Kabupaten

Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada tanggal l8 September 2021 dengan l0
ju-

Realisasi IKSK tentang waktu maksimum pengembalian situasi kondusif
dari tindak pidana terorisme dihitung berdasarkan &ri pelaksanaan operasi

pengendalian krisis oleh Subdirektorat Intelijen telah berhasil mengembalikan situasi

kondusif tidak melebihi waktu maksimum (1x24 jam). Rata-rata waktu yang

dibutuhkan untuk mengembalikan situasi kondusif setelah terjadinya tindak pidana

terorisme sekitar l0 jam, dengan mengacu pada pengembalian situasi kondusif dari

8 peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi sepanjang tahun 2021 .

Tabel 3.1 6

Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis
"'l-erkendrlinr a Situasi Kearnanrn Salt 'l indak Pidana 'l erorisme 'l'erjadi"

IKT'.I I

\\'aktu llaksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari 'I'indak Pidana
Terorismc

'tlhun 2021 Rcnstla l0l0-l()l.l
l'argct Realisasi o/'o Target o.,o tcrhatlap'Iargct

2024 llenstra

I rl.l I xl-l i00 I rl-l I (10

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU Waktu Maksimum Pengembalian Sioasi
Kondusifdari Tindak Pidana Terorisme adalah lx24 atau telah mencapai IOO%o dari
target Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 1x24. Sedangkan apabila
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dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 1x24, capaian

Tahun 2021 pada IKU-l I mencapai l00o/o.

lndikator ini dihitung berdasarkan dari pelaksanaan operasi pengendalian krisis.

Pada Tahun 2021, BNPT telah berhasil mengembalikan situasi kondusif tidak
melebihi waktu maksimum, yaitu 24 jam. Operasi pengendalian krisis dilaksanakan

oleh Subdirektorat Intelijen melalui Operasi Satgas Penindakan dalam Rangka

Pengumpulan Alat Bukti. Sedangkan, operasi pengendalian krisis yang dilakukan
melalui Analisis dan Evaluasi Kegiatan Operasi Intelijen Bidang Teknologi
Informasi oleh Subdirektorat Teknologi Informasi tidak dapat dilaksanakan di tahun

2021 dikarenakan alokasi dana untuk refbcusing COVID-l9 dari Kementerian

Keuangan RI. Selain berfungsi untuk mengembalikan situasi kondusif, kedua jenis

operasi pengendalian krisis yang dilakukan oleh Subdirektorat Intelijen dan

Subdirektorat Teknologi Informasi tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan operasi

intelijen unruk mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi intelijen
tentang potensi-potensi ancaman serangan teror dan orang-orang yang berpotensi

tinggi menjadi pelaku teror, sehingga perlu segera dilakukan penindakan sebelum

terjadinya serangan teror (preventif).

f. Sasaran Strategis 10(SS10. Terlindunginya Apgakum dalam Menangani
Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis l0 "Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak

Pidana Terorisme", memiliki I (satu) IKU, yaitu Jumlah Apgakum yang Menjadi

Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme.

IKU 12 : Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus

Tindak Pidana Terorisme

Indikator ini merepresentasikan jumlah apgakum yang menjadi korban selama

menangani kasus tindak pidana terorisme. Aparat penegak hukum yang dimaksud

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, meliputi: penyidik, penuntut

umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Perlindungan yang diberikan kepada

apgakum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme, meliputi:

l) Perlindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang

membahayakan diri, jiwa, dar/atau hartanya;

2) Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan

perkara;

3) Jenis perlindungan yang diberikan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi

dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas, bentuk perlindungan lain
yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas

pemasyarakatan.

Korban diklasifikasikan meniadi 2 (dua), yaitu:

l) Korban selamat : luka ringan maupun luka berat;

2) Korban meninggal.
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Tabel 3.17

Jumlah Apgakum yang Menjadi Korban dalam Menangani Kasus Tindak Pidana

Terorisme

Sasaran Strategis
" l erlindunginr a Apgakunr dalanr \lenangani 'l indak l,irlana 'l erorisme"

IKU-l2
Jurnlah Apgakum vang }lenjadi Korban dalam ,\,Ienangani Kasus Tindak
Pidana l erorisme

'Iahun 2021
'l-argct Realisasi

0 0

llcnstra I0lo-l0l-1
Targct n,i, tcrhadap

102:+ l'rrgct Reostra

0 t0010()

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU jumlah apgakum yang menjadi korban
dalam menangani kasus tindak pidana terorisme adalah sejumlah 0 orang atau telah

mencapai 100% dari target Tahun 2021 yar,g telah ditetapkan sebesar 0 orang.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024
yaitu 0 orang, capaian Tahun 2021 pada IKU-12 mencapai 1007o.

Indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan korban apgakum yang selamat

dari tindak pidana terorisme per kasus dengan apgakum yang meninggal karena

tindak pidana terorisme per kasus. Pada Tahun 2021, tidak terdapat apgakum yang

menjadi korban tindak pidana terorisme selama menangani kasus tindak pidana

terorisme. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Apgakum dalam menangani kasus

tindak pidana terorisme.

Selama tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme secara aktif
menjalankan program perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam

menangani tindak pidana terorisme, khususnya melalui Direldorat Penegakan

Hukum. Keefektivan program ini terlihat dari tidak adanya korban aparat penegak

hukum dalam menangani kasus tindak pidana terrorism pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berperan aktif
dalam kerjasama antar aparat penegak hukum meliputi Penyidik, Penuntut Umum,
Hakim, Petugas Pemasyarakatan dan Instansi lainnya yang mendukung dalam

program penanggulangan terorisme baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

dan penataan regulasi untuk peningkatan penanggulangan terorisme.

Untuk tercapainya sasaran program ini, Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme meningkatkan fasilitasi dan koordinasi perlindungan terhadap aparat

penegak hukum meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, petugas pemasyarakatan

dan saksi serta korban dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, melalui
strategi perlindungan baik secara tertutup, perlindungan terbuka, perlindungan secara

langsung maupun perlindungan secara tidak langsung-

Capaian sasaran strategis Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum
diukur juga berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan
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Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021 . Sepanjang Tahun
2021, terdapat 3 (tiga) aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, antara lain:
I ) Bom Makassar

Kejadian bom makassar terdapat korban namun dari unsur sipil.
2) Zakiah Mabes Polri

Serangan kepada Mabes Polri yang dilakukan oleh zakiah tidak ada korban.

3) Penyerangan Warga Sipil Poso

Serangan kepada warga sipil oleh Kelompok MIT di Poso terdapat korban

namun dari unsur sipil.

Dalam rangka pengoptimalan perlindungan terhadap aparat penegak hukum,

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan koordinasi perlindungan

terhadap aparat penegak hukum dalam program kegiatan tahun anggaran 2021

sebagai berikut :

l) Koordinasi dalam melakukan Fasilitasi Pengamanan Aparat Penegak Hukum;
2) Memberikan Layanan Litigasi dan Bantuan Hukum dalam penanganan Tindak

Pidana Terorisme.

l)
Strategi tersebut diatas dilakukan melalui kegiatan sebagai berikur:

Terselenggaranya 1l Rapat Koordinasi Fasilitasi Pcngamanan Aparat Penegak

Hukum yang menangani Tindak Pidana Terorisme selama tahun 2021;

Penyusunan 6 SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan

Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan

beserta Keluarganya, antara lain:

a) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta

Keluarganya berdasarkan Pemberitahuan ldentitas Penyidik, Penuntut

umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan dari masing - masing

lembaganya;

b) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta

Keluarganya Secara Langsung berdasarkan Pemantauan Kerawanan;

c) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta

Keluarganya berdasarkan Surat Permintaan Pelindungan Pelindungan dari

Lembaga Penegak Hukum;

d) SOP Layanan Administratif dalam Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta

Keluarganya dalam Keadaan Darurat;

e) SOP Layanan Administratif Penghentian Pelindungan Penyidik, Penuntut

Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta Keluarganya

berdasarkan Surat Permintaan Penghentian Pelindungan;

0 SOP Layanan Administratif Penghentian Pelindungan Penyidik, Penuntut

Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta Keluarganya

berdasarkan Penilaian.

2)
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g, Sasaran Strategis ll(Ssll. Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang

Berhasil Dipulihkan)

Sasaran Strategis I I "Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil
Dipulihkan", memiliki I (sanr) IKU, yaitu Indeks Korban Terorisme yang

Mendapatkan Pemulihan.

IKU l3 : Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, korban tindak pidana terorisme

yang selanjutnya disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

terorisme. Strategi yang diterapkan oleh BNPT untuk melakukan pemulihan korban

tindak pidana terorisme secara optimal adalah melalui :

l) Pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik secara fisik, materi, maupun
psikologi;

2) Pelindungan Apgakum dan saksi tindak pidana terorisme secara optimal;

3) Sinergisitas I(/L terkait dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme;

4) Sinergisitas K/L terkait dalam perlindungan saksi tindak pidana terorisme.

Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 3.1 8

Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan

S:rsa ra n Strategis
"\Ieningkatnl a ,lumlah Korbun I crorismc r ang llerhasil Dipulihkan"

lKtr-13
lndeks Korban l'erorisme yang N'lendapatkan Pcmulihan

'l ahun 2021 llenstra l0l()-ll)l-l

102.+ Renstra

0.9 0.9 I (X) 0.9 ll)()

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU-13 Indeks Korban Terorisme yang

Mendapatkan Pemulihan adalah sebesar 0.9 atau telah mencapai 100% dari target

Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 0.9. Sedangkan apabila dibandingkan

dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.9, capaian Tahun 2O2l padz

IKU- l3 mencapai 100%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

tahun 2020 - 2024 Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme memiliki
Sasaran Kinerja yakni meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil

dipulihkan, dengan Indikator Kinerja Utama yakni Indeks korban terorisme yang

mendapatkan pemulihan sebesar 0.9. Target kinerja Subdirektorat Pemulihan Korban

Aksi Terorisme tahun 2021 adalah sebanyak 23 operasionalisasi yang terbagi

menjadi Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme dan Pemulihan terhadap

Sarana Prasarana terdampak Tindak Pidana Terorisme.
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Hingga tahun 2021 Total Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu dan Pasca

Undang - Undang yang telah teridentifrkasi berjumlah r 1384 korban (termasuk
WNA dan WNI di l5 Provinsi di seluruh Indonesia) dari kurang lebih 1500 orang

korban di yang tersebar di Indonesia dan beberapa Negara lainnya, sehingga indeks
korban terorisme yang mendapatkan pemulihan adalah sebesar 0.9. Hal ini
menunjukkan tercapainya target meningkatnya jumlah korban jiwa yang berhasil
dipulihkan sebesar 100%o.

Pada tahun 2021, Pemerintah telah membayarkan kompensasi kepada 215 orang

korban tindak pidana terorisme Masa Lalu dengan nominal sebesar

Rp.39,205,000,000.00. Subdirektorat Pemulihan Korban dan Sarana Prasarana

BNPT telah melaksanakan kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dalam rangka
Rekonsiliasi Nasional Penyintas dan Mitra Deradikalisasi untuk Indonesia Damai.
Batas waktu pengajuan permohonan penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak
Pidana Terorisme Masa Lalu (Surtap) berakhir pada tanggal 22 Juni 2021. Total
Surat Penetapan yang diterbitkan oleh BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan

Korban Aksi Terorisme pada periode 2018 - 2021 sebanyak 655 Surat Penetapan

Korban. Pada tahun 2021 telah mengeluarkan 182 Surtap.

Dilaksanakannya ldentifikasi dan Asesmen terhadap 12 (dua belas) WNA
berkerwarganegaraan Belanda, Jerman, & Amerika Serikat Korban Tindak Pidana

Terorisme Masa Lalu. Korban dari periode 2021 yang berhasil dipulihkan melalui
program rehabilitasi psikososial dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan

rincian sebagai berikut :

l) Korban yang mendapatkan Surat Penetapan Korban sebanyak 182 Korban;

2) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kementerian Sosial sebanyak 28 Korban;

3) Program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebanyak

1 l5 Korban dan Anak Korban:

4) Progam Beasiswa Perguruan Tinggi Kemendibudristek sebanyak 4 korban pada

tahun 2021;

5) Pemulihan Psikologis pada kegiatan Porsitas sebanyak 40 Orang-

Dalam upaya melakukan pemulihan korban, BNPT bekerja sama dengan

Kepolisian Republik lndonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,

Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan

Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Adapun peran

K,/L tersebut terha&p pemulihan psikososial korban terorisme adalah sebagai

berikut:
1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

a) Sebagai koordinator program penanganan medis dan rehabilitasi psikososial

bagi korban tindak pidana terorisme;

b) Melakukan sinkronisasi program penanganan medis dan rehabilitasi
psikososial pada kementerian-/lembaga;
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c) Melakukan pendataan korban terorisme dan/atau korban masa lalu termasuk
cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana dan

ketersediaan sumber daya yang tepat dalam upaya pemulihan korban;
d) Menetapkan status korban tindak pidana terorisme masa lalu;
e) Memfasilitasi kegiatan pasca krisis dengan seluruh kementerian/lembaga

yang berperan dalam penanganan medis dan rehabilitasi psikososial;

f) Memastikan adanya penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
penanganan medis dan rehabilitasi psikososial sesuai tugas dan firngsi
masing-masing kementerian4embaga terkait yang berwenang;

g) Memfasilitasi koordinasi antarkementerian/lembaga terkait penanganan

medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme.
2) Kepolisian Republik Indonesia

Menetapkan status korban berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara.

3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program pemulihan medis

dan rehabilitasi psikososial;

b) Melakukan assessment danverifikasi data korban terorisme dan/atau korban

masa lalu serta kebutuhan korban tindak pidana terorisme;

c) Menerima permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dari

korban atau keluarganya;

d) Melaksanakan penanganan medis dan rehabilitasi psikososial terhadap

korban dan/atau keluarga korban tindak pidana terorisme berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kementerian Kesehatan

a) Melakukan identifikasi rumah sakit rujukan bagi perawatan dan pemulihan

korban tindak pidana terorisme;

b) Berkoordinasi dengan rumah sakit di lokasi terjadinya terorisme untuk

melakukan penanganan dan pemulihan medis bagi setiap korban tindak
pidana terorisme;

c) Memastikan bahwa rumah sakit yang berada di lokasi terjadinya tindak
pidana terorisme dapat mernberikan upaya pemulihan medis dan psikologis

terhadap korban tindak pidana terorisme sesuai dengan skema LPSK;
d) Memastikan ketersediaan tenaga medis dan psikologis bagi pemulihan

korban tindak pidana terorisme:

e) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data korban tindak pidana terorisme

pada saat kejadian;

f) Melakukan penanganan medis dan psikologis korban tindak pidana

terorisme secara komprehensif (frsl aidl secara tria\e, penanganan

ambulance, dan hospitalisasi (sistem rujukan).
5) Pemerintah Daerah

a) Berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait
data dan kondisi korban tindak pidana terorisme;
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b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kementerian/

lembaga terkait yang kompeten dalam menetapkan status bencana sosial di
wilayahnya saat terjadi tindak pidana terorisme;

c) Melaksanakan perawatan medis bagi korban tindak pidana terorisme dalam

wilayahnya.
6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan BNPT
terkait data dan kondisi korban tindak pidana terorisme:

b) Melakukan identifikasi dan verifikasi data korban dan lokasi pendidikan

dalam rangka pemberian layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan

pasca peristiwa terorisme;

c) Memberikan pemulihan psikososial berupa rehabilitasi dan rekonstruksi

pendidikan pasca terjadinya peristiwa terorisme setelah berkoordinasi

dengan BNPT;
d) Memberikan bantuan pendidikan bagi korban tindak pidana terorisme yang

masuk dalam program pelayanan pendidikan dasar dan menengah setelah

berkoordinasi dengan BNPT.
7) Kementerian Ketenagakerjaan

a) Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja;

b) Mempersiapkan fasilitas pelatihan kerja dan penempatan kerja bagi korban

tindak pidana terorismel

c) Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BNPT terkait data

korban tindak pidana terorisme:

d) Melakukan identifikasi dan verifikasi data korban yang diajukan oleh

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

e) Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengalokasikan layanan penciptaan

perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan kerja pemberdayaan korban

terorisme melalui padat karya produktifdan tenaga kerja mandiri;

f; Memfasilitasi pelatihan kerja dan penempatan ke{a bagi korban tindak
pidana terorisme;

g) Memberikan bantuan pemerintah melalui bantuan masyarakat

penganggur/setengah penganggur dalam rangka pemulihan korban tindak

pidana terorisme melalui program:

(l) Padat karya produktif;
(2) Tenaga kerja mandiril
(3) Inkubasi bisnis;
(4) Pemberdayaan penyandang disabilitas akibat tindak pidana terorisme.

8) Kementerian Sosial

a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program pemulihan korban

akibat bencana sosial (tindak pidana terorisme);

b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data, kondisi dan kebutuhan korban

tindak pidana terorisme:

c) Melaksanakan program pemulihan korban berupa:
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d) Penguatan ekonomi khusus bagi yang memiliki usaha dan layanan
dukungan psikososial;

e) Bantuan santunan bagi korban meninggal atau luka-luka;
f) Dukungan psikososial terhadap korban tindak pidana terorisme.

9) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program rehabilitasi

psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;
b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak

pidana terorisme;

c) Melaksanakan program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana

terorisme berupa:

(l) Banruan pendampingan usaha;

(2) Pemasyarakatan kewirausahaan;

(3) Pelatihan kewirausahaan;

(4) Pelatihan vokasional bagi usaha kecil menengah sesuai kebutuhan

korbanl
(5) Banruan modal untuk wirausaha pemula.

l0) Kementerian Agama

a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran progmm rehabilitasi
psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;

b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak
pidana terorisme;

c) Melaksanakan program rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana

terorisme.

I l) Kementerian Pekerjaan Umum
a) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran program rehabilitasi sarana

dan prasarana yang rusak dan hancur bagi korban tindak pidana terorisme;

b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait data dan kebutuhan korban tindak
pidana terorisme;

c) Melaksanakan program rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan bagi

korban tindak pidana lerorisme.

l2) Kementerian Dalam Negeri

Memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah

dalam rangka pelaksanaan program pemulihan medis dan rehabilitasi psikososial

korban tindak pidana terorisme berjalan secara efektif berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

l3) Kementerian Luar Negeri

a) Melakukan identifikasi kebutuhan Warga Negara Indonesia korban tindak

pidana terorisme di luar negeri dalam hal pemulihan medis dan rehabilitasi
psikososial;

b) Berkoordinasi dengan BNPT terkait perkembangan perkara terorisme di
luar negeri.
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h. Sasaran Strategis l2(SSl2. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang
Berhasil Dideradikalisasi)

Sasaran Strategis l2 "Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil
Dideradikalisasi", memiliki I (satu) IKU, yaitu Indeks Deradikalisasi.

IKU l4 : Indeks Deradikalisasi
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi merupakan suatu

proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang

dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman

radikal terorisme yang terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa,
terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme atau orang/kelompok orang yang

sudah terpapar paham radikal terorisme. Sedangkan masyarakat terpapar adalah

orang atau kelompok orang yang terbukti secara hukum atau berdasarkan laporan

intelijen memiliki paham radikal terorisme dan telah atau berpotensi melakukan

tindak pidana terorisme.

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dimmuskan sebagai suatu program yang

utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasifikasi, yaitu:

l) Deradikalisasi di dalam lapas, dengan sasaran tersangka, terdakwa, terpidana,

dan narapidana dan dilakukan pembinaan melalui tahapan identifikasi dan

penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial;

2) Deradikalisasi di luar lapas, dengan sasaran mantan narapidana terorisme atau

orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dan

dilakukan pembinaan melalui tahapan pembinaan wawasan kebangsaan,

pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan.

Tabel 3.19

Indeks Deradikalisasi

Sa,.:r ra n ltratcg i:.

"\le ningkrrtnl rr ,Jurnlah \lasrar:rkat Terpaprr lang Bcrhasil
l)irlerarl ikalisa:i"

IKt -t.l
lnrleks Deradikalisrsi

'l ahun 2021

Target Realisasi

{).85 1()0

Ilcnst[x:o]0-ll)l-1
I algc't n,, tcrharlap

l0ll Targct llcn\tra
(i9 91.+l

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU- l4 Indeks Deradikalisasi adalah

sebesar 0.85 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2021 yang telah ditetapkan

sebesar 0.85. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun

202O-2024 yaitu 0.85, capaian Tahun 2021 pada IKU-14 mencapai94,440 .

Indeks deradikalisasi diukur melalui perbandingan antara total masyarakat

terpapar paham radikal terorisme yang berhasil dideradikalisasi dengan total

masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme. Berdasarkan tabel 3.18, Sasaran

Strategis Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang berhasil dideradikalisasi

()ヽ 5
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dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi
diturunkan dalam Program Kerja Direktorat Deradikalisasi sebagai berikut:

No

Tabe1 3.20

Rcalisasi Progran Kegi=an Dircklorat Dcradikalisasi

lndikator Kineria    Target
Sasaran Strategis           titanta           ~~ ‐

Mcningkatnva jumlah

nlasyara kat tcrpapar

vang bcrhasil

didcradikalisasi

lndcks tlerldikalisasi

ntasytrrkat binaan di

lc rnbaga

pcrnasyarakatan

().85

(Skala()‐ l)

0.85

(Skala O― |)

Realisasi

100° ′,

1000も
lndcks Deradikalisasi

masyarakat di luar lapas

Indcks tlcradikalisasi

rnasvarakat binaan di

lcnrl.uga

pcrlusyarakatan khusus

tcroris (lapas)

1()0ツ6

l) Indi*ator Pertarna: Jumlah masyarakat binaan di lembaga pema\yarakatan
(lapas) yang mendapatkan pem bin aan

a) Sub Direktorat Bina Dalam Lapas telah berhasil melaksanakan kegiatan

identifikasi terhadap 66 napiter, kegiatan terhadap rehabilitasi 44 napiter,

kegiatan terhadap reedukasi l8 napiter, dan kegiatan reintegrasi sosial

terhadap 9 napiter.

b) Telah dilaksanakan kegiatan identifikasi pa& tahun 2021 dapat

dilaksanakan di 2 (dua) Rutan dan 19 (Sembilan belas) Lapas. Kegiatan

rehabilitasi pada tahun 2021 berhasil dilaksanakan di 24 (dua puluh empat)

Lapas. Kegiatan reedukasi pada tahun 2021 berhasil dilaksanakan di 4
(empat) Lapas. Kegiatan reintegrasi sosial pada tahun 2021 berhasil

dilaksanakan di 4 (empat) Lapas.

c) Program unggulan yang telah berjalan di tahun 2021 adalah :

(l) Pembinaan Bahasa Arab
Sebagai program reedukasi bidang keagamaan dengan tujuan untuk

memberikan bekal kepada napiter dalam memahami teks-teks

keagamaan serta memiliki kecakapan dasar dalam berbahasa arab

().85
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(kitabah/menulis, qiroah./membaca, sima'ah,/mendengar dan

kalam/berbicara).
(2) Conflict Management l'raining dan Life Management Training

Sebagai salah satu program Reedukasi bidang psikologi yang bertujuan
napiter dapat memahami konflik yang tejadi dalam kehidupan sehari-

hari sehingga dapat melakukan analisa dan dapat memberikan respon

yang tepat.

2) Indikalor Kedua: Indek; l)eradikalisasi masyarakot di luar lapas

Pada Tahun Angg aran 2021, target kinerja Sub Direktorat Bina Masyarakat

adalah 0.85 Indeks Deradikalisasi. Berdasarkan target tersebut Subdit Bina

Masyarakat telah mencapai kine{a 100% dengan dengan rincian kegiatan

sebagai berikut:

a) Kegiatan ldentifikasi pada tahun 2021 lelah dilaksanakan sebanyak 16

(Enam Belas) kali di l6 (Enam Belas) Provinsi.

b) Kegiatan Identifikasi Pra-Pembinaan pada tahun 2021 telah dilaksanakan

sebanyak 9 (Sembilan) kali di 9 (Sembilan) Provinsi.

c) Kegiatan Pembinaan Agama dan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2021

telah dilaksanakan sebanyak 13 (Tiga Belas) kali di 13 (Tiga Belas)

Provinsi.

d) Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan pada tahun 2021 telah dilaksanakan

sebanyak 12 (Dua Belas) kali di 12 (Dua Belas) Provinsi.

e) Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala BNPT Kepada Mitra Deradikalisasi pada

tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 5 (Lima) kali di 5 (Lima) Provinsi.

fl Kegiatan Deradikalisasi Bina Padu pada tahun 2021 telah dilaksanakan di 3
(Tiga) Provinsi.

g) Kegiatan dilaksanakan sesuai tahapan program, dengan sasaran lokasi

terdiri dari 20 Provinsi (Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau,

Sumatra Barat, Jambi, Bengkuhl Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa

Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,

dan Maluku). Sedangkan, sasaran orang terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu:

I ) Mantan narapidana kasus terorisme yaitu orang yang melakukan tindak
pidana terorisme dan pemah menjalani sistem peradilan pidana; 2) Orang/

Kelompok Yang Sudah Terpapar Paham Radikal-Terorisme.

h) Capaian data sasaran sebagai berikut : 30 orang telah berhasil di identifikasi
dan 30 orang telah mendapatkan pembinaan.

i) Program Unggulan pada Tahun 2021 adalah :

(l) Binapadu
(2) Warung NKRI di Wilayah Binapadu
(3) Derad Menulis
(4) Perban Kepala BNPT tentang pelaksanaan deradikalisasi secara terpadu

(5) Atat llkur Deradikalisasi
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3) Indikator Keliga: lndeks daradikalisasi masyarakat binoan di lembaga
pem a.syaraka ta n khus us le ror i s ( I apos )

Pada Tahun Anggaran 2021, target kinerja Sub Direktorat Bina Dalam

Lapas Khusus Teroris adalah 45 Orang. Berdasarkan target tersebut Subdit
Lapas Khusus Teroris telah mencapai kinerja 100%, dengan rincian kegiatan
sebagai berikut:

a) Telah dilaksanakan program deradikalisasi di tahap reintegrasi kepada I I

orang Angkatan 4 dan 5, serta 17 orang untuk angkatan 6 yang dipindah
pada tahun 2021, sehingga total seluruh binaan yang mengikuti program

deradikalisasi berjumlah 28 Orang;

b) Idealnya dalam 1 tahun anggaran terdapat antara 36-40 pertemuan

pembinaan untuk setiap bidang, akan tetapi dengan adanya dinamika situasi

dan kondisi, maka hanya terlaksana sebanyak l3 pertemuan efektif baik

secara online martpun tatap muka;

c) Untuk pelatihan kejuruan sendiri dilaksanakan sebanyak 35 kali pertemuan

tatap muka dengan 3 workshop yang dibuka yaitu Otomotif, Menjahit, dan

Furniture;

d) Pusat Deradikalisasi dikelola secara bersama melalui 3 (tiga) manajemen

pengelolaan yaitu manajemen substansi oleh Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini dilakukan oleh Subdit Bina

Dalam Lapas Khusus Teroris, manajemen administrasi melalui Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Lapas Khusus

Kelas IIB Sentul) dan Manajemen Keamanan oleh Korps Brimob POLRI;
e) Alur tahapan di Pusat Deradikalisasi pada tahun 2021 telah melaksanakan I

kegiatan Fasilitasi Komunikasi dalam bentuk penguatan keluarga sebagai

salah satu strategis memberikan dukungan dan pendampingan WBP dalam

mempersiapkan diri di tahap reintegrasi kepada 17 orang WBP Angkatan

ke-6;

f) Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan pengendalian jaringan pasca

pembebasan bersyarat dengan memberikan intervensi kepada binaan dalam

menjalani masa-masa transisi yang rentan untuk terpengaruh hal-hal

berpotensi untuk melakukan Kembali aksi-aksi yang tidak diinginkan,
kegiatan ini menyasar kepada l0 orang;

g) Program unggulan yang dilaksanakan oleh Subdit Bina Dalam Lapas

Khusus Teroris adalah Pembinaan Deradikalisasi 4 Bidang dan Pelatihan

berbasis ketrampilan Kejuruan (Vokasional) yang dilaksanakan dengan

melibatkan ,stakeholder terkait dan manfaat nya dirasakan langsung oleh

binaan.

Hal-hal yang yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program kegiatan

dan keberhasilan dalam sasaran strategis ini antara lain sebagai berikut:
a) Sasaran Strategis Sub Direktorat Bina Dalam Lapas tidak berhasil tercapai

100% dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada Sub Direktorat Bina

Dalam Lapas sebesar 6 M. Untuk menyiasati anggaran yang sudah habis
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terpakai, Sub Direktorat Bina Dalam Lapas melaksanakan program

deradikalisasi terhadap narapidana terorisme dan koordinasi dengan K,/L

terkait secara daring melalui video conyerence, tetapi hasilnya tidak
seefektif pelaksanaan secara luring atau tatap muka. Selain itu, pelaksanaan

program di rumah tahanan (rutan) masih sulit untuk dilakukan. Sub

Direktorat Bina Dalam Lapas tidak memiliki akses untuk menemui dan

memberikan program deradikalisasi terhadap deradikalisasi terhadap

tenangka, terdakwa, dan terpidana di rutan;

b) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Dalam Lapas terdapat beberapa

hambatan dalam pelaksanaan teknis seperti, tersebarnya napiter di berbagai

lapas seluruh Indonesia yang berbanding terbalik dengan jumlah personel

yang ada sehingga kegiatan deradikalisasi belum dapat menyentuh seluruh

tahanan dan narapidana tindak pidana terorisme dengan intensif;
c) Belum semua narasumber/tenaga ahlidi setiap daerah memiliki kemampuan

yang dapat mengimbangi pola pikir narapidana tindak pidana lerorisme;

d) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Dalam Lapas memiliki berbagai

tantangan dikarenakan beberapa sasaran yang akan dilakukan pembinaan

masih memiliki resistensi. Selain itu, kondisi geografis yang cukup jauh,

dan terbatasnya waktu dan SDM perlu disiasati dan dicarikan solusi secara

holistik. Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Subdit Bina Dalam Lapas

terdapat beberapa analisa yang dapat dijelaskan yang dibagi berdasarkan

program kegiatan, yaitu identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi

sosiall

e) Adanya pandemi Covid-l9 yang berdampak langsung terhadap program

Deradikalisasi pada Subdit Bina Dalam Lapas sehingga beberapa

pelaksanaan kegiatan tertunda dan dilakukan beberapa altematif seperti

menggunakan media daring dengan Yideo Conference, adapun kegiatan

tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan;

f) Program Deradikalisasi di Subdit Bina Masyarakat memiliki beberapa

hambatan dalam pelaksanaan teknis seperti jumlah personil pelaksana

deradikalisasi yang tidak sebanding dengan lokasi penyebaran sasaran

deradikalisasi di seluruh wilayah Indonesia sehingga masih ada sasaran

deradikalisasi yang belum tersentuh oleh program deradikalisasi. Di
samping itu, tantangan lainnya dikarenakan beberapa sasaran yang akan

dilakukan panbinaan masih memiliki resistensi. Selain iru, kondisi
geografis yang cukup jauh, dan terbatasnya waktu perlu disiasati dan

dicarikan solusi secara holistik;
g) Pelaksanaan pembinaan secara daring/online berdampak pada tidak

efektifnya penyampaian materi karena adanya gangguan secara teknis dan

dalam proses penilaiannya mengurangi hasil pencapaian serta kualitas di
aspek pemahaman materi;

h) Materi yang telah disusun sesuai kurikulum tidak dapat tersampaikan secara

keseluruhan karena sedikitnya jumlah pertemuan efektif yang dapat

dilakukan;
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i) Kegiatan fasilitasi komunikasi yang biasanya dilakukan dengan

menghadirkan keluarga ke Lapas dimodifikasi bentuk pelaksanaannya

dengan tim yang mengunjungi keluarga dengan menganalisis pengurusan

administrasi dan hak kependudukan, dukungan keluarga dan lingkungan,
serta potensi usaha pasca bebas;

j) Sulitnya melakukan komunikasi dan monitoring di lapangan sehingga perlu

dibentuk nya pusat layanan informasi (call centre) sebagai altematif solusi
binaan dan keluarganya menyampaikan informasi dan terpantau secara

legal.

Sasaran Strategis f3(SSf3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai

Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
Sasaran Strategis l3 "Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadzap

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)", memiliki I (satu) IKU, yaitu Nilai RB BNPT.

IKU 15 : Nilai Reformasi Birokrasi BNPT
Reformasi birokrasi adalah upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya

memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dalam

rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang

profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Nilai Reformasi Birokrasi BNPT merupakan tingkat proses pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan BNPT untuk mewujudkan birokrasi yang lebih
baik, sehingga seluruh personil BNPT dapat bekerja secara lebih profesional, efektif,
dan akuntabel dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 I Tahun 2010 tentang Gran<l Design

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi T ahun 2020-2024, dan Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokasi, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT setiap tahun, dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi tersebut difokuskan pada upaya-

upaya yang telah dilakukan oleh BNPT dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi

birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu : birokrasi yang bersih dan akuntabel,

birokasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi juga

bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas
penerapan reformasi birokasi di lingkungan BNPT.

Pada tahun 2015-2019, nilai kinerja reformasi birokrasi BNPT diperoleh dari
indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 Area Perubahan

Reformasi Birokasi, yaitu :

l) Manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, yaitu birokrasi
dengan integritas dan kinerja yang tinggil

● ● .…
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2) Peraturan perundang-undangan, yaitu regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih,
dan kondusif;

3) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);

4) Tata laksana, yang meliputi sistem, proses, dan prosedur kerja yangjelas, efektit
efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-prinsip good governance;

5) SDM aparatur, yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral,

kompeten, kapabel, profesional, berkine{a tinggi, &n sejahtera;

6) Akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7) Pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan bebas KKN;
8) Pelayanan publik, yang meliputi pemberian pelayanan prima sesuai kebutuhan

dan harapan masyarakat.

Adapun hasil penilaian implementasi RB BNPT Tahun 2015 sampai 2019 oleh

Kementerian RB dan PAN adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21

Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2015 s.d. 2019

Nilai

2015  2016  2017  2018  2019

A. Pengungkit
I Manajemen Perubahan

2 Penataan Peraturan

Pclundang-undangan

3 Penataan dan Penguatan

Organisasi

4 Penataan Tatalaksana

5 Pcnataan Sistem Manajemen

SDM
6 PenguatanAkuntabilitas
7 Penguatan Pengawasan

ll Pcninekrtrn K uir litas

Pelayanan Publik
Total Komponen Pengungkit 1A)
B Komponen Hasil
I Nilai Akunrabilitas Kincrja
I Sun ei lnlcnral lntclrritr.

Organisasi

-l Survei Ekstemal Pcrscpsi

Korupsi
4 Opini BPK
5 Survei Ekstemal Pelayanan

Publik
'ftrtal Komponen Hasil (B)

Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)

3、47

11,40

60,00  36,67  35,23  37,26  35,23  35,00

7.00 5,88 ４

，

つ
ん 6,01

5,00

5,00

3,52

2,71

3,58

2,71

4,01

2.71

3,60

7.20

2,87

2.71

3.36

10,95

2,55

2.71

8、48

4.82

3.00

8,64

30,95

65,95

6,00   2.82   3,84   3,84   3,76   3,76

5,00

15,00

3、34

11,62

3.39

10,98

6.00

12,00

6、 00

40,00

100,00

I、60

5,27

3,26

8,42

5,09

3.00

7,78

2.42

5,94

3.47

30,54

67,80

8,52

4.50

3,00

8.68

30,86

66,09

3.88

8.78

4、 17

2.45

5.75

3.38

2.46

5、 75

3.40

14,00

6、00

8,45

4,63

666

3,00

10,00

3,00

8,22

30,17

65,40
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Terdapat perbedaan dalam penilaian reformasi birokrasi pada Tahun 2020,

dimana penilaian terhadap program-program rcformasi birokrasi sebagai unsur

komponen pengungkit yang semula terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, saat ini
penilaian dilakukan s@ara umum melalui 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan,

Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform dengat bobot masing-masing

berturt-turut sebesar 20o/o, l0o/o, dan 30o/o.

Adapun penilaian terhadap sasaran reformasi birokrasi sebagai "komponen
hasil" masih sama dengan tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 40%, terdiri dari

atas:

l) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:

a) Opini Badan Pemeriksa Keuangan;

b) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAI(P);
Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas

Petayanan (IPKP);

Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks

Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:

a) Capaian Kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b) Capaian Kinerja Lainnya;
c) Survei Intemal Organisasi.

2)

3)

4)

Hasil penilaian implementasi RB BNPT oleh Kementerian PAN RB Tahun 2020

adalah sebagai berikut :

Tabel3.22
Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2020

No. Konrponcn Penilaian tsobot Nilai

A. KornponenPengungkit
I Pcmcnuhan 10.00 l-1.'+l

ll. Ilasil Arltara.,\rca Pcrr.rbahan 11).00 5.lli
lll. Rclirrrn 10,00 16.70
'fotal Kornponen Pcngungkit 60,00 36.60

B. Kornponcn llasil
I . Akuntabilitas Kinerja dan K!'uangan 10.00 i .21

L Kualitas Pclayanan Publik 10.00 ti.l5
-1. Pcnrcrintahan yang f]crsih dan Bcbas KKN 10.00 ll.5-1
.1. Kincrja Organisasi 10.(X) 5..16

'Iotal Komponen llasil 40,00 29.3t1

Indeks Rcformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 100,00 65.98

Penjelasan terkait komponen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
I ) Terkait dengan akuntabilitas kine{a dan keuangan, BNPT menunjukkan kinerja

yang baik dengan nilai SAKIP 60,61 dengan kategori B (Baik) tahun 2019 dan
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akuntabilitas keuangan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas

Laporan Keuangan Tahun 2019;

2) Survei ekstemal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan BNPT
menunjukkan hasil :

Tabel 3.23

Hasil Survei Eksternal terhadap Pelayanan BNPT

Hasil Surr c-i
Indcks

Rata‐ rata

Nasional

2020

3.53

3.66

a) Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 menunjukkan indeks 3,26 dari
skala 4. Angka ini lebih rendahjika dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Selain itu, hasil survei persepsi pelayanan juga mengalami penurunan dari

angka tahun lalu, yaitu sebesar 3,45. Hasil survei ini mengindikasikan

adanya penurunan persepsi slakelo I ders terhadap kepuasan pelayanan yang

diberikan;
b) Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 yang menrpakan gambaran atas

integritas pemberi layanan, menunjukkan indeks 3,41 dari skala 4, di bawah

angka rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada

tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,44, maka hasil ini menunjukkan bahwa

persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pemberi layanan juga

mengalami penurunan.

3) Hasil survei intemal organisasi terhadap responden pegawai Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme menunjukkan indeks 2,72 (skala 5), dengan rincian

sebagai berikut:

a) Terdapat l97o responden yang memahami secara keseluruhan mengenai

kinerja, indikator kinerja, dan kontribusinya terhadap organisasil

b\ 35o/o responden baru sebatas memahami kinerja dan indikator kinerja atau

kontribusinya terhadap organisasi;

c\ 37o/o responden hanya memahami kine{a individunya saja; dan

d) 9% responden sama sekali tidak memahami kinerja individu, tidak

memahami indikator kine{a individu, dan tidak memahami kontribusi

kinerjanya terbadap kinerja organisasi.

Strn ci l:kstcmal KLralitas Pcllranan
\trrr ei lk'tr:rnirl Per.\'l\i l..r'nr11.i

2019

3.45

3.44

2020

3,26

3.41
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Capaian nilai rcfoHnasi biroknsilBNPT dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabc1 3.24

Nilai Rcfonnasi Birokl,si BNPT

Sasaran Stratcgis
" lcrn ujudnra Refrrrnrasi llirokrasi B\P-l' sesuai rorulmup Reformasi

Bi rokrasi \asional (RB\)"
IKll-15

Ni:ai RclorlmtasiIBirokrasi 3NP「 F

Tallun 2()21

Targct      Rcalisasi %

71 65.9ド 92.()3

Rcll、tra 202()‐ 2()24
´
rargct      ,′。tcrhadap

2024     Targct Rcllstra

75          87.97

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di
BNPT adalah sebesar 65,98. Nilai tersebut termasuk dalam kategori B dan belum

mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 71. Apabila dibandingkan

dengan realisasi Tahun 2020 untuk penilaian RB Tahun 2019, yaitu sebesar 65,95,

realisasi nilai kinerja RB Tahun 2021 untuk penilaian RB Tahun 2020 mengalami

peningkatan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB atas

penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2020 sesuai surat

Kemenpan dan RB Nomor B/17II\,I.R8.06/2021, diperoleh lndeks Reformasi

Birokrasi 65,98 (Laporan Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

BNPT Tahun 2021, pada saat Laporan Kinerja ini disusun belum di terbitkan oleh

Kementerian PAN dan RB), dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

I ) Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan RB

di lingkungan BNPT Tahun 2021, adalah:

a) Mengembangkan e-kinerja yang akan mengintegrasikan perjanjian kine{a
dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

b) Melakukan inovasi sistem informasi, seperti Sircrli/ Operation ('enter dan

getar media untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik;

c) Mengembangkan aplikasi SIMOLEK (Sistem Informasi Monitoring dan

Evaluasi Kinerja);
d) Melakukan proses perubahan struktur organisasi untuk memenuhi

kebutuhan cakupan wilayah danjaringan yang semakin besar.

2) Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas reformasi

birokrasi di BNPT adalah :

a) Meningkatkan pembangunan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh tim
reformasi birokrasi intemal, as.r'e.ssor, dan tim penilai internal dalam proses

perencanaan, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus

pada efektivitas dari setiap tpaya reform. Kemudian memastikan hasil

pemantauan dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti seluruh unit kerja sehingga

tercipta perbaikan birokrasi yang berkelanjutan;

lll -65 lAkLr nt.1 5ilitas K ncrJa
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b) Melakukan pemetaan keterkaitan antar kebijakan secara komprehensif yang

berfok-us pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan.

Pemetaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan kebutuhan

kebijakan kedepan dengan skala prioritas dan monev berkala;
c) Menyelesaikan tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d.

393 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Kemudian secara berkelanjutan melakukan monev terhadap efektivitasnya
terhadap kinerja organisasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya

mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional;

d) Menyelesaikan pemetaan proses bisnis dan monev berkala pada seluruh unit
kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian

kinerja. Selain itu secara berkelanjutan mengoptimalkan penerapan e-

government yang terintegrasi, dan melakukan monev efektivitasnya secara

berkala;

e) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan

lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;

f) Mengimplementasikan secara menyeluruh dan melakukan monev berkala

pada pelaksanaan pengawasan intemal, terutama dalam hal penanganan

gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, dan whistle-blowing system,

serta memastikan seluruh fungsi Aparat Pengawasn Internal Pemerintah

(APIP) berjalan dengan efektif; dan

g) Mengimplemetasikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berkala pada

seluruh unit kerja sekaligus memperdalam cakupan stakeholders strategis

sebagai responden. SKM tersebut kemudian dijadikan dasar untuk

melakukan inovasi pelayanan yang masif dan berkelanjutan, sehingga dapat

mendorong kepuasan pengguna layanan.

3) Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuh kembangkan

budaya kinerja, BNPT telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi

birokrasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan RB antara lain :

a) Telah tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang

disesuaikan dengan prioritas kinerja dari Renstra 2020-2024, Roadmap RB

Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan

rencana aksi RB unit kerja:

b) Melakukan penunjukkan agen perubahan (agent of change) di level unit
ke{a yang bemrgas memberikan kontribusi yang optimal dalam
peningkatan implementasi RB di unit kerja;

c) Terus berproses dalam inventarisasi peraturan perundang-undangan dan

analisisnya terutama pada unit kerja untuk mendapatkan informasi tingkat
harmonisasinya secara komprehensif;

d) Menyempumakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi

hasilloutcome dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar
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pelaksanaan RB, seperti penyusunan peta proses bisnis dan struktur

organisasi;

e) Melanjutkan assessment danrnelakukan pemetaan gap kompetensi pegawai

secara menyeluruh untuk menjadikannya dasar perencanaan pengembangan

kompetensi pegawai dan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam

promosi. mutasi. serta karir pegawai:

f) Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan

kinerja organisasi dan menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja pegawail

g) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi,

w h i s t I e b bw i n g sy s t e m, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan

pembangunan unit Zona Integdtas;

h) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi standar

pelayanan dan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja, sebagai upaya

menumbuhkan budaya pelayanan prima;

i) Membangun budaya pelayanan prima dengan pemberian

reward/punishmenl atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong
peningkatan kualitas pelayanan.

{ i.,i$r.r'j;r \ ngg;ri rrrr

1. Realisasi Anggaran
Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA)

Induk Tahun Ang gann202l Nomor: SP DIPA-I13.01-0/2021 tanggal23 November
2020, jumlah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2021

sebesar Rp515.919.444.000,00 (Limo ratus lima belas milior Sembilan ratus

sembilan bela.s juta Empal ratus empat puluh empat rihu rupiah). Selama tahw
berjalan, BNPT mendapatkan beberapa kali pemotongan anggaran terkait
Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021,

dengan rincian sebagai berikut:
a. Pada bulan Februari 2021, BNPT mendapatkan pemotongan anggaran sebesar

Rp69.949.569.000,00 (Enam puluh Semhilan miliar Sembilon rans empar puluh
sembilan juld Lima ratus enam puluh sembilan ribu ruplalz) sesuai dengan Surat

Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.O2/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal
Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga T A 2021i

b. Pada bulan Juni 2021, BNPT mendapatkan pemotongan anggaran sebesar

Rp3.210.111.000,00 (Tiga miliar Dua ralus sepuluh juta Seratus sebelas ribu
rupiah) sesrai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02I2021
tanggal 18 Mei 2021 perihal Penghematan Belaqia Kementerian/Lembaga TA
2021;

c. Pada bulan Juli 2021, BNPT mendapatkan pemotongan anggaran sebesar

Rp31.000.000.000,00 (Tiga puluh satu miliar rupiah) sesuai dengan Surat

Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02i2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal

Refitcusing dan Realokasi Belanja Kemente ian/I-embaga T A 2021;
d. Pada bulan Agustus 2021, BNPT mendapatkan pemotongan anggaran sebesar

Rp26.492.726.000,00 (Dua puluh enam miliar L,mpat ratus sembilon puluh dua
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jula Tujuh ralus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-629iMK.021202t tanggal 20 Juli 2021 perihal Rejbcusing
dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV-
Setelah dilakukan pemotongan anggaran sebanyak 4 (empat) kali, anggaran

BNPT menjadi sebesar Rp385.267.038.000,00 (Iiga ratus delapan puluh lima miliar
I)uo ratus enam puluh tujuh.iuta tigo puluh delapan ribu rupiah).

Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2021 sampai dengan

3 I Desember 2021 adalah sebesar Rp384.432.078.720,00 (Tiga ratu,s delapan puluh
empat miliar Empat ratus tiga puluh dua hjuh puluh delapan ribu Tuiuh ratus dua
puluh rupiah) atau 99,78%o dari total pagu anggaran.

189.041.846.196
189.272.514.()00

95.130.968.362
9514350フ (〕00  82.529.678.000

81.949.237.050

16.690.357.(X,0
16.682.183.236

1.627.843876

□|■
99,990/o

Bidang

Pencegahan,

Perlindungan,
dan

Deradikalisasi

99.-t9i,
Bidang

Penindakan dan
Pembinaan

Kemampuan

99.95%, ')9.llllo/o
Bidang Dukungan

(erjasama Administrasi
lnternasional dan SDM
: Pagu I Realisasi

1.630.982_(X,0

“
口||||||口

"ア99.81'も

Pengavvasan

internal BNPT

Gambar 3.5 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2021

Penyerapan anggaran tertinggi di Tahun 2021 dilakukan oleh Bidang

Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi sebesar 99,99%, sedangkan

penyerapan terendah adalah oleh Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

sebesar 99,302.

APBN BNPT Tahun 2021 terbagi dalam 3 jenis belanja, yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai, dengan anggaran sebesar Rp35.228.053.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp35.133.889.3 89,00 atau mencapai 99,73o/o;

b. Belanja barang, dengan anggaran sebesar Rp286.3 87.050.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp286.27 6.218.643,00 atau mencapai 99,960/o;

c. Belanja modal, dengan anggaran sebesar Rp63.65 1.935.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp63.598.762.088,00 atau m encapai 99,92o/o.
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63.651.935.(X,035.133.889.389
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I Pagu I Realisesi

Gambar 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja

2. Elisiensi Penggunun Sumber Doya
Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang

telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk
mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan

sumber daya meliputi data capaian nilai pencapaian sasaran strategis, data pagu

anggaran. dan data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara

pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran

seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan

untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenamya

merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target

yang telah ditetapkan. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya BNPT pada Tahun

2O2l adalah sebagai berikut:

Tabd 3.25

E■siensiIBNPT′ rahun 2021 berda"rkan Penggunaan Sumber Daya

Sasnrall Strategis Pagu Rexlisrlsi
て
'4,

I:■sic:isi

(%)    Nilai SS

SS.l Meningkatnya

Keamanao Ncgara dan

luasyarakat dari

Ancaman Maupun
Tindak Pidana
'ferorisme

SS.l \lcnurunnya
Potcnsi I iudak Pidana

Tcrorisnra dr ln(loncsia
SS.3 lvlcnurunnya
Jumlah Kasus Tindak
Pidana fcrorisme

18729.イ )88.000

40.13()132.()00

8.341.9■ 4.0()0

18.726655.210   99.98。 0  107.66ツ 0   7.680,

41)130.21:.2(),   99.991)(〉   '7.33。。   ―〈).26。 (,

8.259.956.300    99.02り ,    8096    ‐19.02・ o
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Sasaran Strategis Pagu Realisasi ツ6    Nilai SS
Efisiensi

SS..t Mfllurunnya
l)ampak Kerugian

Akibat Tindak Pidana
'Ierorisma

SS.5 Terscdianya

Regulasi

Penanggulangan

Terorisme Berbasis

Penelitian
SS.6 \'lcningkatnya
Jumlah Kcrja Sama

Luar Ncgcri tcrkait
Penanggrlangan

Tcrorismc
SS.7 MeningkatDya
Jumlah Jaringan
Terorisme yang
Berhasil Diungkap

SS.3 Mcningkatnya

Kesiapan ApaBl
P!'n'rcrintah

Mcngantisipasi Tindak

Pidana Terorismc
SS.9 Terkendalinya

Situasi Keamanan saat

Tindak Pidana

Terorisme Terjadi
SS.l0 I'crljndunginla
.\pgakum dalam

l\{crangani lindak
Pidana Terorismc
SS.l t M€ningkatnya

Jumlah Korhan

Terorisme yang

Berhasil Dipulihkan
SS.ll Mcningkatnya
Jumlah l\lasyarakat
'fcrpapar yang Bcrhasil
Dideradikalisasi

SS.l3 Terwujudnya

Refonnasi Birokrasi
BNPT scsuai Roadmap

Birokrasi Nasional
(RBN)

Jumlah

2.761.462.00()

2.660.325.000

16.69()357()()()

53.876.250.000

8246.149.0()0

7.844.859.000

4.22().476.0()0

3.625.302.()()0

29.89(,.623.()()()

188.243.171.000

385.267.038.000

16.6R2.183.23`、    99.950o  lll.ll,。    ll,160。

2758.132.312    99.X89る    1000`,    ().1291,

3.915.()24.10()    92.76° 。    100(。      7.24。 。

2.660.078.078    99,9996    100,6    0,O19も

53.876.249.5(κ) 99.99シ6  1(X)。 %。    0,01)。

7843.031.lα)   99,9800    100ツ 6    0.0296

8054.976.05()   ,7.68。。    1(,01(,    2.32

3.624.743.441    99,989`    10()ツ 6    0、02,。

29.891.226.19()   99,98('。     l(,()け 。     0,()2')。

188.009.611.994   99,9190   92.9396    ‐6,989々 )

384.432.078.720   99.16り そ,  99,1694,     0,6
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Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan rata-rata sapaian kinerja
sebesar 99,16% maka realisasi anggaran sebesar 99,16% menunjukkan adanya

efisiensi anggaran sebesar Oo/o yang menunjukkan kesepadanan realisasi anggaran

dan kine{a. Meskipun ada beberapa SS yang capaiannya dibawah 100% namun juga

ada beberapa SS yang capaiannya diatas 1007o. Hal ini merupakan pencapaian yang

baik meskipun BNPT beberapa kali mendapatkan refocusing anggaran yang

menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

lll-71 lAku ntabilitas Kinerja
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menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis
Tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian

Indikator Kine{a Utama (IK[I). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan
perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target
yang diharapkan. Capaian kinerja BNPT Tahun 2021 secara keseluruhan termasuk

berhasil, karena nilai pencapaian sasaran strategis yang mencapai 99,15%. Meskipun
masih terdapat 4 indikator yang belum tercapai atau sebesar 260/o terhadap jumlah
indikator yang diperjanjikan di Tahun 2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai

upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi
pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja utama. Kendala dan

permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan

menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BNPT Tahun 2021 beberapa hal
yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

l. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2020 sebesar

99,15o/o. Dai 13 Sasaran Strategis, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang

capaiannya masih di bawah 100% atau mencapai 26% dari keseluruhan jumlah

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Ringkasan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

0ヽ. Sasaran Stralegis ヽilai

ll,a_la_■ Strategヽ

２

３

４

５

６

７

SS.l Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari
Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme
SS.2 Menunrnnya Potensi Tindak Pidana Temrismc tii
Indonesia
SS.3 Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme
SS.4 l\'lcnurunnya Dampak Kemgian Akibat Tindak Pidana

Terorismir
SS.5 Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme
Berbasis Penelitian
55.6 Meningkatnya Jurniah Kcrja Sama Luar Negeri tcrkait
Pcnanggulangan Tcrorisme
SS.7 Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang
Berhasil Diungkap
SS.8 N4eningkalnya Kesiapan Aparat Pcnrcrintah
\l engrnl isr pir:i Iirtdak Pitlirll Icr',nirrne
SS.9 Terkendalinya Situasi Keamanan saat Tindak Pidana
Terorismc 'Ierjadi
SS.l0 1'crlindunginya Apgakum dalam N{enangani Tindak
Pidana Terorisrrrc
SS.l I Mcningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang
Berhasil Dipulihkan
SS.l2 Mcningkanrva Junrlah Masyarakat Terpapur yang
Berhasil Dideradikalisasi

107,66。 6

97.33(lt〕

一６
　
　
　

（
ツ

10.

80ツも

l()()'o

1009る

111、 ll● 0

100`る

100●●

10096

100(10

1000′。

1()00お

11.

12.

13.  SS.13 TcnvuJudnya Rc■)inasi Birok:に si :BNPT scsuai
Roadinap Birokrasi Nasional(RBN)

92.939る

lV-1:Akuntabilitas Kineria



Laporan Kiner ja I IOZL

2.Dan 15(1lma belas)Ldikator Kine」 a Utama BNPT Tahlm 2020,ter&p饉 4(tiga)

IKU yang caμ imnya dibawah 100%atau menc叩 」26%da五 Lselwttmjuml出
IKU BNPT,yakni:

Tabc1 4.2

Capalan IKU BNPT Tabun 2021

No. Indikator Kinerja Utama (IKII) %

l. Global Tenorism lndu (<iI'l)
2. Indeks pcncegahan potensi tindak pidana terorisme
3. lndeks penurunan tindak pidana terorisme nasional
4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT scsuui ,lloarlrrup Rcfbnnasi

Birokrasi (RBN) Nasional

94,7996

97、3300

80,009()

92.939′6

3.  Pada・rablin 2021,lBI卜IP■
｀
lncilgclola anggaran scbcsarRP385.267.038.000,(X)dcngan

realisぉ isebesarRP385.∞8.870.αЮ,∞ aねu mencapai99,93%dai anggaran“ 騰 1餡r

RP385.267.038.∝Ю,00 yang tcめaJ mc」adi2 pЮ gram dan 5 kc」 atan.
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Lampiran - 2

Daftar Penghargaan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Tahun 2021

l. BNPT mendapatkan Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumcntasi dan Informasi
Hukum Nasional Terbai-k I Tahun 2021 Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian

2. BNPT mendapatkan apresiasi Satuan Kerja yang memiliki NUP Target Evaluasi Kinerja BMN
(Portofolio Aset) teftanyak di lingkungan KPKNL Jakarta lV (20 NUP):

3. BNPT TV mcnerima penghargaan dari GATRA Innovation Awards kategori Layanan

Kementerian dan Lembaga Negara sebagai "lnovasi Edukasi, Kontmradikalisme, dan

Deradikalisasi melalui Media Digital-

PlACAM PENGHARCAAN
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KEMENTER:AN KEUANGAN REPUBLiK:NDONES:A
DIREκTORAT JENDERAL κEKAYAAN NECARA

KANTORl″lLAYA"DlREKTORAT JENDERAL КEKAVAAN NECARA DK:
JAKARTA

KANTOR PELAVANAN KEKAYAAN NECARA DAN LELANO JAKARTA:V
」赳パ PR～υRII KKO USMN OAN ttRUN NOMOR10 SEN[N.ム 陰 RTA PUSA,lmO.=[[EЮN:(021)3448868:

躍
"'0畔

SI旺 1021)y躙■3.Suttt K'QUAKARγ
“
oKE離 Kヽ〔U∞ 10 LAMN

Nomor
srat

Lampi「 an
Hal

S‐217″VKN 07′KNL 04′2022
SegeЮ

Ponya:Tlpa an Ap「 osiasl atas Capatan Polak〔 調naan
Evaluasi Kineり a Barang Milik NeOara (Po"orOlio Asel)
Tahun An09aran 2021 diし ingkungan,く P,く NL uakana lV

07 Fobruan 2022

Ylh. 1 . Sokrotaris Jonderal K6m6nt€rian Ponndustrian Republik lndon€sia
2- Sekretaris Utama Badan Pusat Stalistik
3. Sekretaris Uiama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
4. Kopala Pelayanan Markas Kopolisian Kepolisian NegEra Republik lndon€sa Dasrah
Motopolilan Jakarta Raya
5 Kepala (epolisian Neg6ra Repubtk lMonesra Resor Metro Jakarta Utara
6. Kepala Kepolisian Ne$ra Republik lndonesia Resor Metro Jakaria Selatan
7. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelathan Kepolisian Negara Republik lndonesia
8. Kepala Lombaga Pemasya6katan Kelas I Cipinang
9. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarla Barat

Be*6naan dengan pelaksanaan evaluasi kina4a barang milik negara (portotolio asel)
trahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal-halsebagai berikut:

1. Capaian evaluasi kineria barang milik n€gara (portofolio aset) tahun anggaran 2021 pada
KPKNL Jakarta lV sebanyak 157 (seralus lima puluh tuiuh) NUP atau 100% daritaqet yang
ditetapkan, yaitu 157 (seratus lima puluh tujuh) NUP.

2. Berkenaan dengan hal tersebut, dan berdasarkan hasil identifkasi kami, diperoleh
kat€gorisasi sobagar berikul:

Katego.l Pertngkal

Satuan K6rja dengan
Hasil Evaluasi Kineria
BMN (Porlofolio Aset)
T.rb.lk di Lingkungan
KPKNL JaKarta IV

1‖

Satuan Kena yang
‐Momiliki NUP Ta「 get

Evaluasr Kin6rja BMN
Po“ ofolio′ sヽet

t nlt Pen.dma Ap.sslasl

. Set<retariat Ub;a B;an
Pusat Statistik

. Kepolisaan Negara
Republik lnclonesaa Resor
Metro Jakarta Utara

. Lembaga
Pemasyarakatan Kelas !

Balai Pemasyarakalan Kelas I

Jakarla Barat

KementerianPerindusbian evaluasikirE4aBMN
Skor agregat rata-rata
780

ik lndonesia

Lembega Pendidkan dan

indikator

Sekretanat Jenderal

Skor agregat rata‐ rata

evaluasi kinena BMN
787.020

skor agregat rata-rata
evaluasi kineria BMN

__二_7■?」929___

_ClPinang_

Pelatihan Kepolisian
Negara Republik
lndonesia

28(dua puluh
delapan)NUP

V -3 lLampiran



T.rbanyak di
Lingkungan KPKNL
Jakarta lV

Pelayanan M6rk6s
Kepolisian Kepolisian
Negora Republik
lndoiesia Daorah

L.po.a. ( rrt j.\ | 2021

bt

Jekarte
‖ Sekrelariat

Nasional Pgnangqulangan
Tem.isrne

lll Kgpollsian Negara uik
l in改)nesa Resor Met「 o
Jakara lselatan

Kepol

Satuan Keria yang
M€nyampaikan
Formulir Evaluasi
Kinerie BMN
(Portofolb As€t)
T.,c.p.t di
Lingkungan KPKNL

lndon€sa R6sor Metro
Jahrla S€latan

Lombaga Pendidikan dan
Pelafiian Kepolisien Negare
RepuHik lndonesia

Tanggal penyampaian
tormulfu penclataan 20
A,pdm21

3. Sslaku Kepala KPKNL Jekarta lV, kami m€ngucapkan lerima kasih atas keria keras dan
ko4asama yang baik dari Sgpaldlb{r/Saudara/i beserta soluiuh jaj€ran. lGmi juga rnemberikan
apresiasi kepada p€ra PeMira. Kepala Seksi, Koordinalor, Operator. beserle seluruh lim yeng
t€rlibat dalam p€laksanaan ovaluasikinerja BMN tahun 2021.

4. Be66ma-sama kila l6rus m€ningkalkan sinorgi dan koordhasi yang telah be.Flan baik
selama ini, demi meningkatlsn dan msngoptirhalisasikan kineriS barang milik negarE. KPKNL
Jakana lV senantiasa menginasasi. mendorong, dan meMd(ung p€nirE €tan d8n oplimalisasa
kinerja barang milik negara.

Atas p€rhatien den korjesama yang baik, kami ucspkan tonma ka6ih

K€palia Kantor PelaFnan Kekayaan
N6ga,a Dan Lelang Jakana V

Kaamon
T6mbusan:
1. Mented Hukum Dan HaI Asasi Mausia Republ* hdo.rosia
2. Menteti Perindusfian R€pqbllk lndooosh
3. Kepala Badan Pusat Stalistik
4. Kopala Badan Nasioml Penanggulam€n Terqisne
5. Asisten Kepala Kepolislan Negara Republik lndonosia Bldang Logistik
6. lnsp€kfur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik lndonesia
7. lngpoktur Jendoral Kamenterian Hukum dan Hak Asasi ManNia R6publik lndon6iq
E. lnspektur Jenderal Kementarian Perindualrian Ropublik lndonosia
9. lnspektur Ul,anra B.dan Pusat Statbtik
10. lnspektur Badan Nasro.tal PenanggulangBn Terorisme
1 l. K€pela K€polisien N€gera Repudk lndon65ia Da€r'ah M€lropolitan Jakafta Refa
12. Kopala Biro Logistit K6polisian Negara Repuuik lndon sia Dae.ah M€tropolten Jaka a
Raya
I 3. Dirokfur Barang Milik Nsgara
14. Kepala Kantotr Wilayoh Direktoral Jenderal Kekayaan NegEra OKI Jakarta

櫃

9t

puluh) NUP

Sekretariat t tama Badan
Nasbnel Penanggulangan
Terodsme

(delapan bolas)
NUP

Tanggdl p€nyampaian
formulir pendataan 23
Malet 2021

anggal peny6mpai6n
lormulir pendalaan 31
Mar6t 2021
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Laporan Kinerja | 2O2L

Lampiran - 3

Peraturan Ba&n Nasional Penanggulangan

Terorisrre dan Peraturan Kepala Badan Nasional

Pcrmnggulangan Tercrisrre Tahrm 202G2021

eraturan Badan Tahun 2021

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

, Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi.' 
Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana
Tindak Pi&na Terorisme

) Peraturan Badan Nasional Penanggulangar Terorisme
- Tentang Logo BNPT

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

I Tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana
"' Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
Pcraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

, Tcntang Pcdoman Pengukuran Indikator Kinerja
' Utu,r.,u Badan Nasional Pcnanggulangan Tcrorisme

'f ahtn 202O-2024
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi,

. dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional
" Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme
Tahun202O-2024
Pcraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

6. Tentang Koordinasi Pelaksanaan Prograrn Pemulihan
Korban Tindak Pidana Terorismc

? Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
' ' Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme Tentang Perubahan Atas Perafuran Kepala

- Badan Nasional Pcnanggulangan Tcrorisme Nomor 2n 
Tuhrn 2019 Tcntang P"Jouru, Pclaksanaan Pcmberian
Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan
BNPT
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

9. Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Lingkungan BNPT
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

,^ Tcrorisme Tentang Pedoman Tcknis Penyelenggaraan
''' Pcndidikan dan Pelatihan Tcrpadu dalam Pcnccgahan

Tindak Pidana Tcrorisme
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

11. Terorisrne Tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah
Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT

Nomor

Nomor l Tahun 2021

Noinor 2 Tahun 2021

Nomor 3 Tahun 2021

Nonlor 4 Tahun 2021

Nomor 5 Tahun 2021

Nolllor 6 Tahun 2021

Nonlor 7′rahun 2021

卜lonlor 8 Tahun 2021

Nomor 9 Tahun 2021

Nomor 10 Tahun 2021
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